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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Bontang termasuk dalam kategori kota Industri. Hal 

ini dapat dibuktikan dari daftar kawasan industri yang 

diperoleh dari Kementerian Perindustrian Kota Bontang 

memiliki kawasan industri nomor urut 98 yaitu Kaltim 

Industrial Estate dikelola oleh PT.Kaltim Industrial Estate seluas 

346,00 Ha.1 Namun demikian, apa yang tergambar data 

tersebut sebagai bentuk Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang 

menjadi domain kewenangan Nasional. Sedangkan untuk 

pengembangan wilayah industri pada kabupaten/Kota 

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional Tahun 2015 – 2035, untuk kriteria sebagai Wilayah 

Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan 

keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan 

(forward) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, 

sertamemperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan 

pembangunan industri. WPI ini berada pada level Provinsi. Di 

Indonesia ada 10 WPI dan untuk Kalimantan di bagi menjadi 2 

(dua) Kalimantan Bagian Timur dan Kalimantan Bagian Barat. 

Kalimantan Bagian Timur terdiri atas 2 (dua) provinsi yaitu 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kalimantan Bagian 

Barat terdiri atas, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Selatan. 

Mengingat Kota Bontang berada dalam wilayah bagian dari 

Provinsi Kalimantan Timur, maka Kota Bontang jelas berada 

pada Kalimantan Bagian Timur. Pada level Kabupaten/Kota 

setelah turunan dari Provinsi sebagai WPI, sesuai dengan 

amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

                                                             
1https://kemenperin.go.id/kawasan, download tanggal 12 Agustus 2020. 

https://kemenperin.go.id/kawasan
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Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri 

dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan 

Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, 

pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra 

Industri Kecil dan Industri Menengah. 

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Wilayah 

Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai 

penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI. WPPI 

disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas); 

b. ketersediaan infrastruktur transportasi; 

c. kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar 

Pulau Jawa; 

d. penguatan dan pendalaman rantai nilai; 

e. kualitas dan kuantitas SDM; 

f.  memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam 

(batubara, panas bumi, air); 

g. memiliki potensi sumber daya air industri; 

h. memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan 

i.  kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. 

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah 

memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan 

industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan 

industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama 

(anchor industry) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. 

Dalam hal ini Kota Bontang sebagai bagian dari wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagai WPPI sebagai wilayah 

termasuk dalam KAPET SASAMBA Samarinda, Balikpapan, dan 

Kutai Kertanegara – Bontang - Kutai Timur. 

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 

Kawasan Peruntukan Indutri (KPI) adalah bentangan lahan 

yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan 
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rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI 

ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI 

merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di 

daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau 

telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah 

habis. 

3. Pembangunan Kawasan Industri 

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-

daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI 

yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan 

industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang 

sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar 

Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan 

industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat 

Pertumbuhan Industri. 

Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan 

industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk 

dilakukan oleh pihak swasta. 

4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah 

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah 

(Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota 

(minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau 

Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan 

industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan 

dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis 

dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan 

melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik 

untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan 

dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang 

mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap 

tenaga kerja. 
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WPPI yang berada pada KAPET SASAMBA, yang menjadi 

pengembangan indutri prioritas yang dikembangan di Bontang 

adalah:2 

(1)  Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara 

(2)  Industri Logam Dasar, dan Bahan Galian Bukan Logam, 

(3)  Industri Pangan, dan 

(4)  Industri Hulu Agro 

Sesuai kewenangan Kota Bontang dalam menyusun 

Rencana Pembangunan Industri dalam hal ini fokus pada WPPI, 

maka untuk menyusun rencana pembangunan industri tersebut 

ada 4 (empat) poin di atas yang dapat dikembangkan di Kota 

Bontang. Tentunya dengan menyesuaikan potensi kewilayahan 

Kota Bontang. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri di 

Kota Bontang untuk masa 2020 – 2040, sehingga program 

pengembangan perwilayahan industri yang direncanakan sesuai 

yang dituangkan dan Lampiran PP Nomor 14 Tahun 2015 

tentang tentang  Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional Tahun 2015 – 2035, sebagai berikut: 

Tabel 01: Program Pengembangan WPPI Tahun 2015 - 2035 

Periode 2015-2019 Periode 2020-2035 

1. Penetapan WPPI sebagai Kawasan 

Strategis Nasional (KSN) 
2. Survey dan pemetaan potensi 

pengembangan sumber daya industri 
dalam WPPI 

3. Koordinasi antar pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/ kota yang 

daerahnya masuk dalam WPPI dengan 

kementerian /lembaga terkait dalam 
penyusunan rencana pembangunan 

industri provinsi/ kabupaten/ kota 
4. Penyusunan master plan 

pengembangan WPPI 
5. Penyusunan rencana aksi 

pengembangan WPPI 

6. Koordinasi antar kementerian/ 

1.Pembangunan infrastruktur 

untuk mendukung WPPI (jalan, 
kereta api, pelabuhan, bandara) 

2.Pembangunan infrastruktur 
energi untuk mendukung WPPI 

3.Pembangunan sarana dan 
prasarana pengembangan SDM 

4.Pembangunan sarana dan 

prasarana pengembangan riset 
dan teknologi 

5.Penguatan kerjasama antar 
WPPI 

6.Promosi investasi industri untuk 
masuk dalam WPPI 

7.Pemberian insentif bagi investasi 
bidang industri yang masuk 

                                                             
2  Lampiran PP No 14 Tahun 2015 tentang  Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, hlm 97 



5 
 

lembaga terkait dalam penyusunan 
rencana pembangunan infrastruktur 

untuk mendukung WPPI 
7. Koordinasi antar kementerian/ 

lembaga terkait dalam penyelesaian 

aspek-aspek yang terkait pertanahan 
8. Koordinasi antar kementerian/ 

lembaga terkait dalam penyusunan 
rencana penyediaan energi untuk 

mendukung WPPI 
9. Koordinasi antar kementerian/ 

lembaga terkait dalam penyusunan 
rencana penyediaan SDM dan 

teknologi untuk mendukung WPPI 

10. Koordinasi antar kementerian/ 
lembaga terkait dalam penyediaan 

bahan baku industri 
11.Koordinasi antar pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota 
dalam penyusunan kelembagaan 

12.Koordinasi antar kementerian/ 

lembaga terkait dalam perumusan 
pemberian insentif fiskal dalam 

mendukung WPPI 
13.Pembangunan infrastruktur untuk 

mendukung WPPI (jalan, kereta api, 
pelabuhan, bandara) 

14.Pembangunan infrastruktur energi 
untuk mendukung WPPI 

15.Pembangunan sarana dan prasarana 

pengembangan SDM 
16.Pembangunan sarana dan prasarana 

pengembangan riset dan teknologi 
17. Penguatan kerjasama antar WPPI 

18. Promosi investasi industri untuk 
masuk dalam WPPI 

19. Pemberian insentif bagi investasi 
bidang industri yang masuk dalam 

WPPI, terutama di luar Pulau Jawa 

20.Penguatan konektivitas antar WPPI 

dalam WPPI, terutama di luar 
Pulau Jawa 

8. Penguatan konektivitas antar 
WPPI 

Sumber: Lampiran PP No 14 Tahun 2015 tentang tentang  Rencana Induk 
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, hlm 103 

 
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040, bersinggungan Program kewilayahannya, 

tentu saja bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW Kota Bontang. Hal ini karena dalam penyunan Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang 2020 – 2040 
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bersinggungan dengan program pengembangan kawasan 

peruntukan industri. Berikut disajikan Program Pengembangan 

Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2015 – 2035, sebagaimana 

dalam PP Nomor 14 Tahun 2015, sebagai berikut: 

Tabel 002: Program Pengembangan Kawasan Peruntukan 
IndustriTahun 2015-2035 

Jangka Menengah (2015-2019) Jangka Panjang (2020-2035) 
1.Koordinasi antar pemerintah 

provinsi/kabupaten/ kota dengan 
kementerian/lembaga terkait untuk 

penetapan kawasan peruntukan 
industri dalam RTRW Kabupaten /Kota 

2.Melakukan review terhadap 

pengembangan kawasan peruntukan 
industri 

3.Pembangunan infrastruktur, 
penyediaan energi, sarana dan 

prasarana dalam mendukung 
pengembangan kawasan peruntukan 

industri 

1. Melakukan review terhadap 

pengembangan KPI 
2. Pembangunan infrastruktur, 

penyediaan energi, sarana dan 
prasarana dalam mendukung 

pengembangan kawasan 

peruntukan industri 

Sumber: Lampiran PP No 14 Tahun 2015 tentang tentang  Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, hlm 105 

 

Berdasarkan pada pengembangan Kawasan Industri 

tersebut, maka perlu untuk menentukan program 

pembangunan Kawasan Industri di Kota Bontang. Kesemuanya 

itu harusnya telah terjustifikasi dalam Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025, 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2032, 

dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Tahun 2016 – 2036, termasuk Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang. 

Disini dalam melakukan penyusunan Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang 2020 – 2040 tidak cukup 

dijustifikasi dengan Naskah Akademik ini saja, melainkan 

disamping Naskah Akademik ini, disajikan Rencana 
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Pembangunan Industri tersebut yang nantinya akan ditetapkan 

dalam Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah Kota 

Bontang. Naskah Akademik ini menjustifikasi berbagai landasan 

teoritis (theoretical), hukum (legal), kewenangan (authority). 

Namun demikian disajikan berbagai kendala dan permasalahan 

yang berkaitan dengan substansi pengaturannya, dan 

kelembagaan (leading sector) sebagai pelaksana dari kebijakan 

regulasi (regulation polcy) Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang Tahun 2020 – 2040. Sedangkan yang akan ditetapkan 

dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah Kota Bontang 

yang mengatur tentang Rencana Pembangunan industri 

tersebut substansinya menetapkan Rencana pembangunan 

tersebut. Sehingga selain dari Naskah Akademik ini, dokumen 

lain yang ditetapkan sebagai dokumen utamanya adalah 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040 sesuai yang ditentukan sistematikanya dalam Peraturan 

Menteri Perindustrian RI Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kotayang terdiri atas, Pendahuluan, Gambaran 

Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri, Visi dan Misi 

Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Industri Daerah, Strategi dan Program Pembangunan Industri 

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Penutup.    

 Oleh karena itu kedudukan Naskah Akademik ini 

memberikan jaminan kepastian dan pentingnya buat Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040, Jadi 

memperkuat dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang Tahun 2020 – 2040 untuk ditetapkan dalam produk 

hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kota Bontang.  

Sebagai dokumen yang memperkuat kedudukan dokumen 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 2020 – 2040 itu, 
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maka disini permasalahan yang wajib disampaikan adalah 

masalah kelembagaan dengan substansi tentang industri, 

karena ukuran kewenangan Kabupaten/Kota.     

1.2. Indentifikasi Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi ketikan melakukan 

penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040, yaitu: 

1. Hal-hal yang mendasari diperlukannya Rencana 

Pembangunan Industri dalam jangka panjang selama 20 (dua 

puluh) tahun. 

2. Singkronisasi dan harmonisasi antara RTRW, RDTR, RPMPD 

Kota Bontang, dengan penyusunan Rencana Pembangunan 

Industri Kota Bontang 2020 – 2040 sebagai substansi, hukum 

dan kewenangan 

3. Tidak ditemukannya dokumen yang berkaitan Rencana 

Pembangunan Industri di Kota Bontang sebelumnya. 

4. Kelembagaan Pemerintah Kota Bontang berhubungan dengan 

Tupoksi Industri. 

5. Perlunya menanamkan dari pandangan filosofis (hakekat), 

sosiologis (kemanfaatan), dan Yuridis (kepastian) dalam 

menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040 dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok dasar 

hukum, yaitu: 

1. Dasar hukum pada kelompok substansi Rencana 

Pembangunan Industri, terdiri atas: 

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian; 

2)  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 

2015 – 2035; 
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3)   Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019; 

4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-

IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; 

5) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-

IND/PER/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pembangunan Kawasan Industri; 

6) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Bontang Tahun 2005 – 2025; 

2. Dasar hukum pada kelompok Rencana pembangunan dan 

Tata Ruang, terdiri atas: 

1)  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 

2)  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan 

Tatacara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 

3)  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; 

4)  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

5)  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaan Penataan Ruang; 

6)  Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri 

7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036; 
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8) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 

Tahun 2012 – 2032; 

9)  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Tahun 2016 – 2036; 

3. Dasar hukum pada kelompok kewenangan dan kelembagaan, 

terdiri atas: 

1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini, sebagai 

berikut: 

1. Mencapai Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 2020 

– 2040 yang memiliki dasar-dasar mendasar, kemanfaat yang 

dapat dirasakan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dan kepastian yang secara hukum terjamin 

keberadaannya. 

2. Tercapainya arah, jangkauan dan bentuk kebijakan regulasi 

dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang tahun 2020 – 2040. 
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Manfaat dari penyusunan Naskah Akademik ini, sebagai 

berikut: 

1. Sebagai dasar dalam menentukan muatan materi substansi 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang yang 

mengatur Rencana Pembangunan Industri 2020 – 2040. 

2. Dapat dipergunakan dalam menentukan arah dan 

jangkauang pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang 2020 – 2040. 

1.5. Metode 

1.5.1.  Jenis Penelitian 

Penyusunan Naskah Akademik ini disusun dengan proses 

melakukan penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Karena 

Naskah Akademik ini lebih mengutamakan pada proses 

bagaimana menyiapkan dan membangun konstruksi hukum 

karena akhirnya adalah terbentuknya produk hukum daerah 

berupa Peraturan Daerah. Penyampaiannya dilakukan secara 

deskriptif atas bahan dan data yang diperoleh dari pihak 

pengambil keputusan dan pelaksana yang ada di Pemerintah 

Kota Bontang (Leading sector). Terkait dengan bahan dan data 

untuk menyiapkan rencana pembangunan industri Kota 

Bontang Tahun 2020 – 2040. 

1.5.2.  Pendekatan 

Pendekatan (approach) yang dilakukan dalam penyusunan 

Naskah Akademik ini tidak seperti yang lainnya, karena 

disampaing naskah akademik ini, wajib dihadirkan dokumen 

yang disusun dari hasil penelitian yang berisikan rencana apa 

saja yang perlu untuk dipersiapkan dalam pembangunan 

industri untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sehingga 

pendekatan disini dilakukan ada 2 (dua) yang sekaligus 

dipergunakan. Pendekatan ini yaitu (1) pendekatan kualitatif, 

dan (2) Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif disini 

dilakukan setelah terkumpulnya bahan-bahan, terutama 
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bahan-bahan hukum mulai Undang-Undang sampai Peraturan 

daerah Kota Bontang yang berhubungan langsung secara 

substansi. Hubungan dengan kewenangan, dan penataan 

ruang. Termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan 

Menengah pada tingkat nasional, provinsi, dan Kota Bontang 

RPJPN, RPJMN, RPJMPD provinsi dan RPJMD Provinsi, dan 

RPJPD Kota Bontang, dan RPJMD Kota Bontang) baik. 

Pendekatan kuantitatif yaitu diperolehnya data-data 

konkret baik yang berhubungan data dari gambaran umum 

Kota Bontang (geografis, Topografis, geologi Kota Bontang, 

penggunaan lahan, kependudukan, data ekonomi kewilayahan 

di Kota Bontang, data kegiatan kemaritiman, perkembangan 

industri kecil dan menengah baik yang berupa industri andalan, 

industri  Pendukung, dan industri hulu sebagai kewenangan 

Kota Bontang. Sedangkan berkaitan dengan pembangunan 

kawasan industri dihubungkan dengan RTRW Kota Bontang 

yang meletakkan posisi atau zonasi kawasan industri yang telah 

ada dalam RTRW dan di rincikan secara detail dalam RDTR Kota 

Bontang. 

1.5.3.  Sumber Hukum  

Sumber hukum dalam menyusun rencana pembangunan 

industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040, yaitu: 

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perindustrian. 

2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Penataan ruang. 

3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

1.5.4.  Teknis Analisis 

Analisis disini dilakukan berdasarkan pada perolehan 

bahan dan data yang diperoleh. Analisis ini mencoba 

menggbungkan kualitatif dan kuantitatif. Hanya saja data 
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kuantitatif lebih pada disajikan sesuai dari sumber yang ada. 

Karena naskah akademik ini analisisnya lebih pada konkret dan 

konfrehensif, mengingat disini membangun atau melakukan 

konstruksi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah 

berupa peraturan daerah. Tentunya yang dilakukan analisis 

mulai dari teoritis yang mendasari, substansi dalam rencana 

pembangunan industri berskala Kabupaten/Kota. 

1.6. Alur (Flow chat) 

1.6.1.  Alur Penyusunan Naskah Akademik 

Penyusunan Naskah Akademik ini dimulai sejak adanya 

proses administrasi, pembentukan tim, riset kelapangan, dan 

konstruksi analisis. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020 
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1.6.2. Desain  

Desain ini difokuskan pada Penyusunan Naskah Akademik 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040, sebagai berikut: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020 
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1.7. Sistematika Penulisan  

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 ini 

dalam menentukan sistematikanya telah ditentukan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjadi dasar dalam membangun konstruksi 

justifikasi, sehingga bab ini berisikan latar belakang 

masalah, indentifikasi masalah, dasar hukum, tujuan 

dan manfaat, metode, dan alur (flow chat).  

BAB II  KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS KOTA BONTANG 

Bab II ini dalam muatan materinya dibagi menjadi 2 

(dua) bagian yang saling berhubungan, yaitu (1) Kajian 

Teoritis, dan (2) Empiris Kota Bontang. Kajian teoritis 

berisikan muatan materi dasar-dasar teoritis yaitu teori 

pembangunan, teori industri, teori otonoi daerah, dan 

teori kewenangan. Selanjutnya dalam pengembangan 

adalah pengertian dasar industri dan kawasan industri, 

pengertian tata ruang dan perangkat hukum tata 

ruang, tujuan pembangunan industri, pengelompokkan 

jenis industri, klaster industri, kawasan industri, 

bentuk fisik kawasan industri, tujuan pembangunan 

kawasan industri, dan manfaat kawasan industri dalam 

meningkatkan investasi daerah, berisikan materi yaitu, 

menciptakan pusat pertumbuhan industri, 

menciptakan keterkaitan antar industri, dan strategi 

dan program pembangunan industri Kota Bontang. 

Kemudian hal yang berisikan materi empiris Kota 
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Bontang yaitu gambaran umum Kota Bontang (letak 

geografis Kota Bontang, Topografi Kota Bontang, Geologi 

Kota Bontang, Penggunaan lahan, kependudukan, 

ekonomi wilayah, perkembangan kegiatan kemaritiman, 

perkembangan industri, perkembangan usaha kecil di 

Kota Bontang, kemampuan keuangan daerah, dan 

keadaan fasilitas wilayah/infrastruktur, berupa 

perhubungan, air bersih, jaringan gas kota, potensi 

unggulan daerah). Selain dari kajian teoritis dan 

empiris, bab ini juga menyajikan analisis dampak 

terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Aspek 

Beban Keuangan Negara.   

BAB III  EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN 

KOTA BONTANG TAHUN 2020 – 2040 
 

Bab ini secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu (1) evaluasi dan (2) Analisis. Evaluasi disini 

berupa evaluasi beberapa produk hukum daerah Kota 

Bontang berupa peraturan daerah yang ada 

hubungannya dengan rencana pembangunan industri 

Kota Bontang Tahun 2020 – 2040. Mengingat produk 

hukum yang akan dilahirkan dalam rencana 

pembangunan industri Kota Bontang ini dalam bentuk 

peraturan Daerah, maka evaluasi ditujukan pada 

Peraturan Daerah yang berhubungan erat dengan 

peraturan daerah yang akan dibentuk ini. Adapun 

Peraturan Daerah Kota Bontang yang dilakukan 

evaluasi ini, yaitu (1) Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 

2025, (2) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
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Bontang Tahun 2012 – 2032, (3) Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail 

Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016 – 2036, 

(4) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan (5) 

Peraturan Daerah Kota Bontang  Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang. 

Sedangkan analisis ditujukan pada beberapa produk 

hukum nasional selain dari analisis konstitusi 

pentingnya rencana pembangunan industri Kota 

Bontang 2020 – 2040. Secara rinci muatan materi pada 

bagian analisis ini yaitu: (1) Dasar Negara dan 

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 terkait Rencana Pembangunan Industri 

Kota Bontang 2020 – 2040, (2) Substansi Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian beserta turunannya, (3) Pemanfaatan 

Ruang  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang beserta Turunannya, dan 

(4) Kewenangan Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta 

turunannya. 

BAB IV  PANDANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

RENCANA PEMBANGUNAN KOTA BONTANG TAHUN 
2020 – 2040 

 



18 
 

Bab ini merupakan konstruk hukum yang paling 

mendasar, karena muatan materinya bagaimana 

menanamkan pondasi yang kuat terkait rencana 

pembangunan industri Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040. Sehingga muatan materinya adalah Pandangan 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang dari 

aspek (1) Filosofis, (2) Sosiologis, (3) Yuridis, dan (4) 

Ekonomis. 

BAB V  ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP 

PENGATURAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 
KOTA BONTANG TAHUN 2020 – 2040 

 
Bab ini merupakan konstruksi hukum secara penuh 

sehingga berisikan muatan materi substansi 

pengaturan yang dianggap perlu dimuat sebagai hukum 

formiil dan materiil dalam Peraturan Daerah ini. 

 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari naskah akademik ini 

yang berisikan muatan kesimpulan dan saran-

saran/rekomendasi. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS KOTA 
BONTANG 

 
2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Teori Pembangunan 

Siklus kehidupan manusia selalu mengalami perubahan 

dalam berpikir untuk menemukan sesuatu yang tujuan 

utamannya adalah untuk mempermudah dalam menjalani 

kehidupan di dunia ini. Perubahan itu dilakukan baik secara  

perorangan, maupun secara massif. Secara massif ini yang 

kemudian kita kenal dengan pembangunan. Pembangunan 

sendiri diberikan definisi dari beberapa dotrin ahli.  

Pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan 

menurut Rogers dalam Rochajat3 adalah perubahan yang 

berguna menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang 

diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya 

menurut W.W Rostow4, pembangunan merupakan proses yang 

bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat 

terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan 

mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah 

masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila 

pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. 

Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat 

atau produktivitas negara setiap tahunnya.5 

Secara umum, menurut Budiman6 menjelaskan bahwa 

pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan 

kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan 

yang dimaksudkanterutama adalah kemajuan material. Maka, 

                                                             
3 Rochajat,dkk, 2011, Komunikasi Pembangunan & Perubahan 

Sosial.Jakarta, Rajawali Pers, halaman 3 
4 Abdul Halim, 2004, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, Ekonisia 

Kampus FakultasEkonomi UII,  halaman 89 
5 Rochajat,dkk, Op Cit, halaman 3 
6 Budiman, 1995, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 

BinaCipta, halaman 1-2 
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pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang 

dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam 

beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan 

sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi 

„sebagian orang tersingkir‟ dan sebagai ideologi politik yang 

memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk 

membatasi orang-orang yang mengkritiknya. 

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada 

umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan 

sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi 

pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan 

bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi 

kegairahan usaha yang bersifat produktif. Hal penting adalah 

dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat 

melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. 

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, 

masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, 

masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang 

menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, 

pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada 

pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah 

manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus 

merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. 

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses 

transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan 

yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-

citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan 

(change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika 

dalam perkembangan masyarakat. 
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2.1.2.  Teori Industri 

Menurut Ahmad Ifham Sholihin yang dimaksud dengan 

industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang 

atau jasa (industri).7 

Industri adalah suatu kelompok usaha yang menghasilkan 

produk yang serupa atau jenis. Sedangkan yang dimaksud 

dengan produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan 

oleh suatu usaha atau perusahaan. Pengertian industri dalam 

teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian 

industri pada umumnya. Dalam pengertian yang umum industri 

pada hakikatnya yaitu perusahaan yang menjalankanoperasi 

dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor 

sekunder. Sedangkan dalam teori ekonomi, industri diartikan 

sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang 

sama yang terdapat dalam suatu pasar.8 

Dalam perkembangan sejarah sebagaimana di kutip dari 

Kompas.com9 menjelaskan: 

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), revolusi industri 

dalam sejarah modern merupakan proses perubahan dari 

ekonomi agraris dan kerajinan ke industri serta manufakur 

mesin. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad 

ke-18 di Inggris atau tahun 1760-1840. Di mana terjadi 

peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tektil. Jika 

sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia beralih 

dengan menggunakan mesin. Kemudian revolusi industri 

                                                             
7 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Islam(Jakarta:PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), halaman 350. 
8 Sadono Sukirno, 2009, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, halaman 194 
9 Kompas.com dengan judul "Revolusi Industri: Sejarah dan 

Perkembangan",  
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/140000069/revolusi-industri-

sejarah-dan-perkembangan?page=all., Penulis : Ari Welianto, di download, 12 

Agustus 2020. 
 

 

https://www.kompas.com/
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/140000069/revolusi-industri-sejarah-dan-perkembangan?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/140000069/revolusi-industri-sejarah-dan-perkembangan?page=all
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meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, 

Jepang. Faktor utama dalam revolusi industri, yakni: Teknologi 

Sosial Ekonomi Budaya Pada bidang teknologi adanya 

perubahan pada penggunaan dasar baru, terutama besi dan 

baju. Penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar 

dan tenaga penggerak, seperti mesin uap, listrik. Ada juga 

penemuan mesin baru, pemintalan dan mesin tenun yang 

memungkinkan peningkatan produksi dengan tenaga manusia 

yang lebih kecil. 

Muncul juga pabrik yang mensyaratkan peningkatan 

pembagian kerja dan spesialisasi fungsi. Kemudian 

perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi, 

seperti lokomotif uap, kapal uap, monil, pesawat, telegram, dan 

radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan 

penggunaan sumber daya alam yang meningkat dan produksi 

massal barang-barang manufaktur. Pada ekonomi yang 

menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Penurunan 

tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi 

peningkatan produksi industri, dan peningkatan perdagangan 

internasional. Pada bidang sosial adanya perubahan, termasuk 

pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas pekerja, dan 

munculnya pola otoritas baru. Pada budaya adanya 

transformasi budaya dari tatanan luas. Pekerja memperoleh 

keterampilan baru dan khas, dan hubungan mereka dengan 

tugas mereka bergeser; Perkembangan Pada periode 1760-1830 

revolusi industri yang berlangsung hanya terbatas di negara 

Inggris. Bahkan Inggris sempat melarang ekspor mesin, pekerja 

terampil, dan teknik manufaktor ke luar negeri.  

Penerapannya di Indonesia Namun, monopoli yang 

dilakukan Inggris pada revolusi industri tidak bertahan lama. 

Karena beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat 

menguntungkan di luar negeri. Kemudian dua orang Inggris, 
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William dan John Cockerill membawa revolusi industri ke Belgia 

dengan mengembangkan toko mesin pada 1807. Belgia menjadi 

negara pertama di benua Eropa yang ditransformasikan secara 

ekonomi. Pada 1848, Prancis telah menjadi kekuatan industri. 

Namun meski berkembang tetap masih di belakang Inggris, 

termasuk negara-negara Eropa lainnya. Karena kondisi di sana 

masih dipengaruhi kondisi politik, seperti Prancis dengan 

adanya revolusinya.  

Pada 1870, begitu dimulai produksi di Jerman tumbuh 

begitu pesat. Sehingga pada pergantian abad, Jerman mampu 

mengungguli Inggris dan menjadi pemimpin dunia dalam 

industri kimia. Munculnya kekuatan industri di Amerika Serikat 

pada abad ke-19 dan ke-20 jauh melampaui Eropa. Di Asia, 

negara Jepang juga bergabung dengan revolusi industri dengan 

keberhasilan yang mencolok. Di negara-negara Eropa terjadi 

pada awal abad ke-20 khususnya di Uni Soviet. Tidak butuh 

waktu lama, Uni Soviet menjadi kekuatan industri utama. 

Pertengahan abad ke-20 penyebaran revolusi industri terjadi ke 

daerah-daerah yang belum terindustrialisasi seperti Cina dan 

India. 

Muncul juga pabrik yang mensyaratkan peningkatan 

pembagian kerja dan spesialisasi fungsi. Kemudian 

perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi, 

seperti lokomotif uap, kapal uap, monil, pesawat, telegram, dan 

radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan 

penggunaan sumber daya alam yang meningkat dan produksi 

massal barang-barang manufaktur. Pada ekonomi yang 

menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Penurunan 

tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi 

peningkatan produksi industri, dan peningkatan perdagangan 

internasional. Pada bidang sosial adanya perubahan, termasuk 

pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas pekerja, dan 
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munculnya pola otoritas baru. Pada budaya adanya 

transformasi budaya dari tatanan luas. Pekerja memperoleh 

keterampilan baru dan khas, dan hubungan mereka dengan 

tugas mereka bergeser; Perkembangan Pada periode 1760-1830 

revolusi industri yang berlangsung hanya terbatas di negara 

Inggris. Bahkan Inggris sempat melarang ekspor mesin, pekerja 

terampil, dan teknik manufaktor ke luar negeri.  

Namun, monopoli yang dilakukan Inggris pada revolusi 

industri tidak bertahan lama. Karena beberapa orang Inggris 

melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. 

Kemudian dua orang Inggris, William dan John Cockerill 

membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan 

toko mesin pada 1807. Belgia menjadi negara pertama di benua 

Eropa yang ditransformasikan secara ekonomi. Pada 1848, 

Prancis telah menjadi kekuatan industri. Namun meski 

berkembang tetap masih di belakang Inggris, termasuk negara-

negara Eropa lainnya. Karena kondisi di sana masih 

dipengaruhi kondisi politik, seperti Prancis dengan adanya 

revolusinya. Pada 1870, begitu dimulai produksi di Jerman 

tumbuh begitu pesat. Sehingga pada pergantian abad, Jerman 

mampu mengungguli Inggris dan menjadi pemimpin dunia 

dalam industri kimia. Munculnya kekuatan industri di Amerika 

Serikat pada abad ke-19 dan ke-20 jauh melampaui Eropa. Di 

Asia, negara Jepang juga bergabung dengan revolusi industri 

dengan keberhasilan yang mencolok. Di negara-negara Eropa 

terjadi pada awal abad ke-20 khususnya di Uni Soviet. Tidak 

butuh waktu lama, Uni Soviet menjadi kekuatan industri 

utama. Pertengahan abad ke-20 penyebaran revolusi industri 

terjadi ke daerah-daerah yang belum terindustrialisasi seperti 

Cina dan India. 
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2.1.3. Teori Perencanaan 

Pengelolaan daerah sebagai daerah ootonomi dilakukan 

selain sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah, 

adalah tata kelola atau istilah lazim yang digunakan adalah 

Manajemen Pembangunan (Development Management). Secara 

umum dalam ilmu manajemen dalam tahapannya dari beberapa 

doktrin ada perbedaan.  

Perencanaan (planning) menurut H. Malayu SP Hasibuan10 

adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena 

organizing, staffing, directing dan controling pun harus terlebih 

dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. 

Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh 

dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi. 

Perencanaan diproses oleh perencana (planner), hasilnya 

menjadi rencana (plan). Perencanaan adalah suatu proses untuk 

menentukan rencana. 

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara 

sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau 

memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan 

sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia 

dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai 

tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan 

langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan 

merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala 

sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian 

tujuan organisasi. 

Disinilah peranan manajemen yang salah satu di dalamnya 

adalah perencanaan sangat penting. Oleh karena itu fungsi 

                                                             
10 H. Malayu SP Hasibuan, 2011, Dasar Pengertian dan Masalah, Jakarta,  

Bumi Aksara,  halaman 91 
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manajemen  menurut Terry11, dapat dibagi menjadi empat 

bagian, yakni perencanaan (Planning), pengorganisasian 

(Organizing), pelaksanaan (Actuating), dan pengawasan 

(Controlling). Bagian-bagian ini biasa disingkat POAC. Terkait 

dengan perencanaan, maka difokuskan dari fungsi manajemen 

khusus pada perencanaan ini saja. Perencanaan (Planning) 

memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendasar. 

Adanya perencanaan yang baik, dan dapat dilaksanakan, maka 

kegiatan yang direncanakan dapat terukur dan dapat 

menentukan target selanjutnya. Berikut beberapa hal yang 

dapat dijelaskan terkait dengan perencanaan (Planning). 

Menurut Terry12 terkait dengan perencanaan (planning), sebagai 

berikut: 

a) Pengertian perencanaan perencanaan (Planning) 
Perencanaan (Planning) ialah penetapan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang 
digariskan. Perencanaan (Planning) mencakup kegiatan 

pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan 
alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan 

untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna 
merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk 

masa mendatang. 
b) Proses Perencanaan  

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:  

(1) Menentukan tujuan perencanaan;  
(2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan; 

(3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang; 
(4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan 

(5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi 
hasilnya.  

c) Elemen Perencanaan 

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran 
(goals) dan rencana (plan). 

(1) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, 
kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula 

disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat 

                                                             
11 Terry, George dan Leslie W. Rue, 2010, Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan 

kesebelas. Jakarta, Bumi Aksara, halaman 9 
12  Terry, George R., 1993, Prinsip-prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 

halaman 60. 
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keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu 

pekerjaan. 
(2) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema 

untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup 
alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan 
penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, 

jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaanya. 
d) Unsur-unsur Perencanaan  

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam 
pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan 

yaitu:  
(1) tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu 

mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan;  

(2)  apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu 
merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan 

tindakan;  
(3) tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat 

atau lokasi;  
(4) kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan 

waktu pelaksanaan tindakan;  

(5) siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu 
menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan; dan 

(6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu 
menentukan metode pelaksanaan tindakan.  

e) Klasifikasi perencanaan Rencana-rencana dapat 
diklasifikasikan menjadi:  
(1) rencana pengembangan. Rencana-rencana tersebut 

menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari lembaga 
atau perusahaan;  

(2) rencana laba. Jenis rencana ini biasanya difokuskan 
kepada laba per produk atau sekelompok produk yang 

diarahkan oleh manajer. Maka seluruh rencana berusaha 
menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara 
maksimal; 

(3) rencana pemakai. Rencana tersebut dapat menjawab 
pertanyaan sekitar cara memasarkan suatu produk 

tertentu atau memasuki pasaran dengan cara yang lebih 
baik; dan  

(4) rencana anggota-anggota manajemen. Rencana yang 
dirumuskan untuk menarik, mengembangkan, dan 
mempertahankan anggota-anggota manajemen menjadi 

lebih unggul.  
f) Tipe-tipe Perencanaan  

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut:  
(1) perencanaan jangka panjang (Short Range Plans), jangka 

waktu 5 tahun atau lebih;  
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(2) perencanaan jangka pendek (Long Range Plans), jangka 

waktu 1 s/d 2 tahun;  
(3) perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang 

dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan;  
(4) perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus 

dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan 

strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut;  
(5) perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang 

terjadi berulang kali (terus-menerus); dan  
(6) perencanaan sekali pakai, digunakan hanya sekali untuk 

situasi yang unik.  
g) Dasar-dasar Perencanaan yang Baik Dasar-dasar 

perencanaan yang baik meliputi:  

(1) forecasting, proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa 
yang akan terjadi pada masa yang akan datang; 

(2) penggunaan skenario, meliputi penentuan beberapa 
alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa 

yang mungkin terjadi; 
(3) benchmarking, perbandingan eksternal untuk 

mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan 
menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan 
untuk masa yang akan datang;  

(4) partisipan dan keterlibatan, perencanaan semua orang 
yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari 

perencanaan dan atau akan membantu untuk  
mengimplementasikan dari perencanaan-perencanaan 

tersebut; dan 
(5) penggunaan staf perencana, bertanggung jawab dalam 

mengarahkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan 

untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk salah 
satu komponen perencanaan yang utama. 

h) Tujuan Perencanaan  
(1) untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer 

maupun karyawan non-manajerial;  
(2) untuk mengurangi ketidakpastian;  
(3) untuk meminimalisasi pemborosan; dan  

(4) untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan 
dalam fungsi selanjutnya. 

 i) Sifat Rencana yang Baik Rencana dikatakan baik jika 
memiliki sifat sifat-sifat sebagai berikut:  

(1) pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas;  
(2) fleksibel, suatu rencana harus dapat menyesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya;  

(3) stabilitas, setiap rencana tidak setiap kali mengalami 
perubahan, sehingga harus dijaga stabilitasnya;  

(4) ada dalam pertimbangan; dan  
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(5) meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, meliputi 

fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.  
 

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan perencanaan. Faktor-faktor itu terkait dengan 

gambaran apa saja yang menyebabkan tidak dapat tercapainya 

hasil dari rencana yang dipersiapkan. Istilah singkatan yang 

dipergunakan atas faktor yang diperhatikan dalam menyusun 

perencanaan yakni S.M.A.R.T.  

 Specific 

artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang 

lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. 

 Measurable 

artinya program kerja organisasi atau rencana harus dapat 

diukur tingkat keberhasilannya. 

 Achievable 

artinya dapat dicapai. Jadi bukan hanya sekedar angan-

angan dalam merencanakan dan tidak dapat dilaksanakan. 

 Realistic 

artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang 

ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

 Time 

artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, 

triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai 

dan dievaluasi. 

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan perencanaan, yakni harus  S.M.A.R.T., yaitu : 

 Specific 

 artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang 

lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. 

 Measurable 

 artinya program kerja organisasi atau rencana harus dapat 

diukur tingkat keberhasilannya. 
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 Achievable 

 artinya dapat dicapai. Jadi bukan hanya sekedar angan-

angan dalam merencanakan dan tidak dapat dilaksanakan. 

 Realistic 

 artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang 

ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

 Time 

 artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, 

triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai 

dan dievaluasi. 

Perencanaan dibuat perlu memperhatikan sifat, manfaat 

dan kelemahan. Harold Koontz dan Cyril O‟Donnell dalam Amin 

Widjaja Tunggal13 mengatakan bahwa perencanaan yang dibuat 

orang haruslah bersifat sebagai berikut: 

1. Menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 

2. Merupakan dasar tolok fungsi management yang lain yaitu 

organisasipengarah, koordinasi dan pengawasan. 

3. Merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam 

organisasi, baik horisontal maupun vertikal. 

4. Efisien, artinya bila dilaksanakan, rencana tersebut dapat 

mencapai tujuan secara berhasil dengan biaya yang sekecil-

kecilnya. 

2.1.4. Teori Kewenangan 

Mengenai kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan 

dengan kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau 

wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang 

hukum publik.Namun demikian sesuangguhnya kewenangan 

berbeda dengan wewenang. Menurut Diah Retuning Maharani, 

bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal. Yang berasal 

                                                             
13 Amin Widjaja Tunggal, 1995, Kamus Bisnis dan Manajemen, Jakarta, 

Rineka Cipta, halaman 22 
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dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari 

kekuasaan eksekutif/administrasi. 

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang 

(rechtbevoegheden). Sedangkan wewenang (authority) adalah hak 

untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta 

dipatuhi.14 

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai 

dasar berpikir seperi Herbert A.Simon,15 wewenang adalah 

suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan 

dengan hubungan atasan pimpinan dengan bawahan. 

Sedangkan menurut SF. Marbun16 wewenang adalah 

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik 

(yuridis), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan 

undang-undanguntuk melakukan hubungan hukum. 

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo,17 mengatakan 

wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan 

hukum publik. Kewenangan atau wewenang adalah suatu 

istilah yang biasa digunakandalam lapangan hukum 

publik.Namun sesungguhnya terdapat perbedaandiantara 

keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan 

formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh Undang-undangatau legislatif dari kekuasaan eksekutif 

atau administratif. Karenanya,merupakan kekuasaan dari 

segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadapsuatu 

bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang 

bulat. 

                                                             
14 Diah Retuning Maharani, www Teori Kewenangan.com, diunduh tanggal 

12 Agustus 2020 
15 Herbert A.Simon, 1984, Perilaku Administarsi (terjemahan), Jakarta, Bina 

Aksara,  halaman 195 
16 SF.Marbun, 2005, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi 

di Indonesia, Yogyakarta,  Liberty, halaman 154  
17 Prajudi Atmosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Bhakti 

Indonesia, halaman 76 
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Sedangkan “wewenang” hanya merngenai suatu “onderdeel” 

(bagian) tertentusaja dari kewenangan.Kewenangan diperoleh 

oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau 

dengan pelimpahan wewenang. 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu 

jabatan. Dalamtinjauan hukum tata Negara, atribusi ini 

ditunjukan dalam wewenang yangdimiliki oleh organ 

pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan 

kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. 

Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar 

konstitusi (UUD) atau peraturanperundang-undangan. Selain 

secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui 

prosespelimpahan yang disebut : 

a. delegasi 

b. mandat. 

 
 

 
 
 

 

 

 
Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020 

Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal 

pendelegasian. Pendelagasian wewenang ini, maka orang yang 

menerima delegasi disebut delegan. Philipus Hardjon18 

berpendapat mengenai delelgasi ini terdapat syarat-syarat yang 

mesti dipenuhi, sebagai berikut: 

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 

artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan 

untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 

hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi. 

                                                             
18 Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 

Gadjah Mada University Press, halaman 187 
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Atributif 

Pelimpahan 
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Delegasi 
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d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans 

memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 

wewenang tersebut. 

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans 

memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan 

wewenang tersebut.  

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, 

merupakan mandat yang diterima oleh delegans. Mandat sendiri 

menurut Kolsteren19 mengatakan berasal dari bahasa latin, 

“mandatum”, kata kerjanya mandare, atum yang berarti 

melimpahkan (overdragen), mempercayakan (toevertrouwen), 

memerintahkan (bevelen).“Mandat” artinya pemberi beban 

(lastgever) dan berasal juga dari bahasa latin“mandans”. Dalam 

pemberian kuasa berlaku asas yang masksudnya setiap 

pemberian kuasa harus didasarkan atas alasan yang sah 

(Mandatum nisi gratuitum nullum est). 

Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan 

wewenang, tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana 

mandat sebagai suatu pelimpahan kekuasaan yang 

melaksanakan tidak bertindak atas nama sendiri.  

Secara sederhana dapatlah tim gambarkan mengenai 

delegasi dan mandat, sebagai berikut: 

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang dalam kekuasaan, 

maka di Indonesia dapatlah Penulis gambarkan mengenai 

pelimpahan wewenang yang berkaitan dengan Negara Hukum 

yaitu Indonesia. Pelaksanaan desetralisasi, otonomi daerah dan 

pelimpahan wewenang itu sendiri penulis gambarkan sebagai 

berikut:  

 

                                                             
19 Kolsteren A, Prisma Vreemde Woordenbock, cet.IV, (Het SpectrumN.V) 

Utrecht, hlm 198. Dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung 
Jawab Presiden Republik Indonesia, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, 

(Surabaya, 1990), hlm 85 
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Sumber: Diolah Tim, 2020 

 
2.1.5. Pengertian Dasar Industri dan Kawasan Industri 

Industri dalam standar pengertiannya disebutkan dalam 

Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, dibunyikan: 

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya 

industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai 

tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 

Pengertian industri sebagaimana telah disebutkan dalam 

Pasal 1 angka 2 tersebut di atas, menunjukkan beberapa unsur, 

yaitu: 

1) Seluruh bentuk kegiatan ekonomi 

2) mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya 

industri 

3) menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau 

manfaat lebih tinggi 

4) jasa industri. 

Konsep Negara 

Hukum 

Konsep 

Desentralisasi 

Konsep Otonomi Konsep Otonomi 
Materiil 

Konsep Otonomi 
Formaiil 

Konsep Otonomi 
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Seluruh kegiatan ekonomi dimaksudkan adalah hal-hal 

semua kegiatan yang dilakukan orang atau masyarakat yang 

menghasilkan sesuatu dan bernilai ekonomi dengan memenuhi 

kaidah-kaidah kepatutan dan hukum sehingga dengan nilai itu 

mampu memenuhi kebutuhan hidup dan justru mampu 

meningkatkan kesejahteraan. 

Untuk unsur kedua mengenai bahan baku diberikan 

pengertian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014, menyebutkan: 

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau 

barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi 

atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih 

tinggi. 

Sesuai dengan pengertian di atas mengenai Bahan Baku, 

maka Bahan baku disini bisa berbentuk bahan mentah. Bahan 

mentah ini biasanya berada pada bagian hulu. Bahan mentah 

biasanya identik dengan bahan yang diperoleh langsung dari 

alam tanpa melalui proses karena begitu keadaan asalnya dari 

alam. Sedangkan barang setengah jadi, merupakan bahan baku 

yang sudah melalui proses pengolahan sehingga menjadi barang 

setengah jadi, artinya barangnya sudah ada dan ada bentuknya, 

tetapi belum dapat memberikan manfaat kepada kehidupan 

umat manusia. Sedangkan barang jadi merupakan hasil proses 

akhir sehingga menjadi barang yang memiliki manfaat dan 

bernilai yang lebih tinggi. 

Dari penjelasan bahan mentah, barang setengah jadi, 

barang jadi, letak perbedaan yang mendasar selain dari bentuk 

dan manfaatnya, adalah terletak pada nilai ekonominya. Disini 

secara ekonomi bahan mentah menempati kedudukan tempat 

paling rendah nilainya.  Hal ini menjawab penjelasan dari unsur 

ketiga, bahwa industri menghasilkan barang yang mempunyai 

nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. 
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Unsur selanjutnya adalah  mengolah bahan baku dan/atau 

memanfaatkan sumber daya industri  mengolah bahan baku 

dan/atau memanfaatkan sumber daya industri. Disini ada kata 

“mengolah”, jadi sebenarnya industri ini itu yang difokuskan 

dalam pengaturan ini adalah tempat dengan menggunakan 

peralatan pengolah itu atau mesin-mesin atau peralatan lain 

yang digunakan sebagai alat atau media untuk mengolah bahan 

mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, Barang 

setengah jadi menjadi barang jadi. 

Bila dibedakan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

diberikan pengertian mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

Usaha Menengah, dan Usaha Besar, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4, selengkapnya: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 
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hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

UndangUndang ini. 

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan 

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang 

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia. 

Dari pengertian pengertian UMKM itu, maka dapat 

dibedakan dengan industri, sebagai berikut: 

Tabel 2.1.  Perbedaan Industri dan UMKM 

Substansi Industri UMKM 

Instrumen 
Hukum 

UU Nomor 3 Tahun 
2014 tentang 
Perindustrian 

UU Nomor 20 
Tahun 2008 
tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan 
Menengah 

Fokus Industri sebagai 
tempat dan saran 

dan fasilitas 
mengolah bahan 
baku menjadi barang 

setengah jadi, dan 
atau barang jadi. 

Semua kegiatan 
usaha produktif 

dan usaha ekonomi 
produktif 

Ruang Lingkup Industri dasar, kecil 
dan hilir (hilir terdiri 

atas: rumah tangga, 
kecil, menengah, dan 
besar. 

usaha mikro, kecil, 
dan menengah.  

Kesimpulan Pada tempat, media, 
alat dan fasilitas 

produksi 

Lebih luas karena 
cakupannya selain 

perolehan, 
pengolahan, sampai 

memiliki manfaat 
dan bernilai 
ekonomi 

Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020 

 
Perbedaan ini memang ditampilkan, walaupun secara 

singkat, tapi dapat memberikan informasi. Hal ini disampaikan 

karena nantinya akan berimplikasi pada kelembagaan dalam 
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melaksanaan berbagai program yang terkait dengan industri 

maupun UMKM. Kelembagaan berada pada Pemerintah Daerah 

yang diberikan tugas untuk melaksanakannya (leading sector) . 

2.1.6.  Pengertian Penataan Ruang dan Peraturan yang 

Mengaturnya. 
 

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya spatial plan 

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara 

nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).20 

Di Indonesia Tata Ruang dijamin diatur dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam 

historis penataan ruang di Indonesia sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Proses yang panjang 

melalui perdebatan panjang.  

Menurut A.P. Parlindungan, bahwa sejak kurun waktu itu 

terdapat sekitar lebih dari 20 konsep rancangan undang-

undang Bina Kota diperdebatkan, dan barulah pada tahun 1992 

diperoleh kesepakatan dan komitmen dari segenap pihak yang 

terkait dalam wujud Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 

tentang Penataan Ruang.21 Rancangan undang-undang tentang 

Pokok-pokok Pembinaan Kota belum ada tanda-tanda yang 

mengarah kepada hadirnya undang-undang definitif yang 

dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tata bina kota. 

                                                             
20https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang, di download 12 Agustu 2020 
21 A.P.Parlindungan, 1993, Komentar Atas Undang-undang Penataan Ruang 

(Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992), Bandung, Mandar Maju, halaman 37 

https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Regional
https://id.wikipedia.org/wiki/Lokal
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Tata_Ruang_Wilayah_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Tata_Ruang_Wilayah_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Tata_Ruang_Wilayah_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Tata_Ruang_Wilayah_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Tata_Ruang_Wilayah_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Tata_Ruang_Wilayah_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang
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Perdebatan demi perdebatan terus berlangsung dalam kurun 

waktu 1970 hingga 1992. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 

1992 tentang Penataan Ruang, di Indonesia dalam proses dan 

penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih 

menggunakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia 

Belanda, yaitu:22 

1. Provincie Ordonantie Stbl. Nomor 79 Tahun 1924 yang 
mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat provinsi. 

2. Regentschaps Ordonantie Stbl. Nomor 79 Tahun 1924 yang 
mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat kabupaten. 

3. Stadsgemeente Ordonantie Stbl. Nomor 365 Tahun 1926 
yang mengatur tentang pemerintahan daerah perkotaan. 

Setelah berlaku selama kurang lebih 20 tahun, aturan 
tersebut kemudian diganti dengan Stadsvorming Ordonantie 
(SVO) Stbl. No. 168 Tahun 1948, dan peraturan 

pelaksanaannya ditetapkan dalam Stadsvorming Verordening 
(SVV) Stbl. 49 Tahun 1949. 

 
Dalam perjalanan keberlakuan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengalami perjalanan 

kerbelakuan yang panjang atau cukup lama yaitu selama 15 

(lima belas) tahun. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ini 

dianggap sudah tidak relevan dengan semangat dan pengaturan 

kekinian. Sehingga sejak masa reformasi karena adanya 

perubahan dalam tata kelola pertanahan, sistem pemerintahan 

di daerah khususnya Kabupaten, perkembangan perkotaan, dan 

pertambahan jumlah penduduk. Sehingga tahun 2007 disahkan 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

1992 tersebut. 

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang memberikan pengertian yang dimaksud dengan Ruang 

                                                             
22Eko Budihardjo, 1996, Tata Ruang Perkotaan, Bandung,  Alumni,  halaman 

38 
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Penataan Ruang dan Tata Ruang, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1, sebagai berikut: 

Angka 1 : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, 
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

Angka 2 :  Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 
ruang. 

Angka 3 :  Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat 
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 
memiliki hubungan fungsional. 

Angka 4 :  Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang 
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan 

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budi daya. 

Angka 5 :  Penataan ruang adalah suatu sistem proses 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 

Angka 6 :  Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan 
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan penataan ruang. 
 
Dari yang telah disampaikan, maka tata ruang sebenarnya 

mengatur  bagaimana peruntukan lahan dapat dipergunakan 

sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan. Ketetapan inilah 

kemudian yang menjadi dasar dalam menentukan peruntukan 

lahan dipergunakan sesuai peruntukkannya. 

2.1.7.  Tujuan Pembangunan Industri 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri 

berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada 

kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian 

lingkungan hidup. Dalam pandangan umum, bahwa 

pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber 
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daya alam, dan/atau hasil budidaya serta  dengan  

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan 

hidup; 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, 

mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, 

maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk 

mewujudkan dasar yang lebih kuat dan  lebih  luas  bagi 

 pertumbuhan  ekonomi  pada  umumnya, serta 

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada 

khususnya; 

3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta 

mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan 

menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia 

usaha nasional 

4. Meningkatkan  keikutsertaan    masyarakat    dan   

 kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin 

agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri; 

5. Memperluas dan memeratakan kesempatan 

kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan 

peranan koperasi industri; 

6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan 

ekspor hasil produksi nasional  yang  bermutu,  disamping 

 penghematan  devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil 

produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan 

kepada luar negeri; 

7. Mengembangkan  pusat-pusat    pertumbuhan    industri   

yang menunjang   pembangunan   daerah    dalam   rangka  

pewujudan Wawasan Nusantara; 

8. Menunjang dan  memperkuat  stabilitas  nasional  yang 

dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. 

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara 

tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 
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Tentang Kawasan Industri, dalam Pasal 2 yang menyatakan 

bahwa “pembangunan kawasan industri bertujuan untuk” : 

1. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; 

2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri; 

3. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan 

industri; dan 

4. Meningkatkan upaya   pembangunan   industri   yang  

 berwawasan lingkungan. 

 

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Kementerian 

Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan 

pengusahaan kawasan industri (industrial estate)  adalah  untuk 

 memberikan  kemudahan  bagi  para  investor  sektor industri 

untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan 

pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri 

dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk 

menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan 

lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh 

fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada 

kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak 

lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. 

Menurut Sadono Sukirno23, Penciptaan kawasan 

perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah 

guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan 

harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut: menghemat 

pengeluaran  pemerintah  untuk  menciptakanprasarana, untuk 

menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-

industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang 

lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan 

daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih  

lanjut  dikatakan  bahwa  faktor  yang  lebih penting  lagi  yang 

mendorong  usaha  menciptakan  kawasan  perindustrian 
                                                             

23 Sadono Sukirno,1995, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Raja Grafindo, 

Yogyakarta, halaman 6 
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adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh 

berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan 

kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan 

perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih 

banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah 

tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan 

atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi 

biaya yang diperlukan utuk mendirikan industrinya karena 

bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya 

yang tidak terlalu mahal. 

Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai 

jenis external aconomies kepada industri-industri tersebut. 

Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan 

industri dapat  mempertinggi efisiensi kegiatan industri 

tersebut. 

2.1.8.  Pengelompokkan Jenis Industri 

Industri di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa 

kelompok. Untuk mengetahui macam-macam industri dapat 

dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, pengelompokan 

industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). 

Menurut DP, industri nasional di Indonesia dapat dikelompokan 

kedalam tiga kelompok besar, yaitu:24 

a.  Industri Dasar, yang meliputi kelompok Industri Mesin dan 

Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar 

(IKD). Yang termasuk dalam IMLD, yaitu: industri mesin 

pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, 

kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan 

sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD, yaitu: 

industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, 

                                                             
24  Lincolin Arsyad, 2015, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, UPP STIM 

YKPN, halaman 453.  
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industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri 

silikat, dan sebagainya.  

b.  Industri Kecil, yang meliputi, yaitu: industri pangan 

(makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit 

(tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia 

dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, 

penerbitan, barang-barang karet, plastic dan lain-lain), 

industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-

mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, 

dan sebagainya). 

c.  Industri Hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang 

meliputi, yaitu: industri yang mengelolah sumber daya 

hutan, industri yang mengelolah hasil pertambangan, 

industri yang mengelolah sumber daya pertanian secara 

luas, dan lain-lain. Kedua, berdasarkan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan, industri dibagi menjadi beberapa jenis, 

yaitu:  

1)  Industri rumah tangga jumlah pekerjanya 1-4 orang.  

2)  Industri kecil jumlah pekerjanya 5-19 orang.  

3)  Industri menengah jumlah pekerjanya 20-99 orang.  

4)  Industri besar jumlah pekerjanya 100 orang atau lebih 

2.1.9.  Klaster Industri 

Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan 

dan industri tertentu secara bersama dalam beragam aspek 

perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis, sumber-

sumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan 

lainnya membentuk suatu klaster industri.25   Sedangkan 

menurut Disperindag, klaster industri merupakan kelompok 

industri dengan focal/core industry  yang saling berhubungan 

                                                             
25 Bergman EM, Feser EJ., 1999, Industrial and Regional Cluster: Concept 

and Comparative Applications. The Web Book of Regional Science. 
http://www.rri.wvu.edu/Web Book/ Bergman-Feser/htm 

 

http://www.rri.wvu.edu/Web%20Book/
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secara intensif dan membenntuk partnership baik 

dengan supporting industry maupun related industry. Menurut 

Schmitz dan Nadvi,26 klaster industri  merupakan 

pengelompokan di sebuah wilayah tertentu  dari berbagai 

perusahaan dalam sektor yang sama. 

Terbentuknya suatu klaster industri tidak terlepas dari 

konsep teoritis utama yang mendukungnya. Berdasarkan 

Bergman & Feser27 setidaknya terdapat lima konsep teoritis 

utama mendukung klaster industri yaitu external 

economies, lingkungan inovasi, cooperativ competition, interfirm 

rivalry  dan path dependece. 

 External economies 

 Terdapat   dua   pendekatan   konseptual   yang   untuk  

 memahami manfaat terkonsentrasinya industri dalam 

ruang geografis. Teori lokasi industri Weber yang 

mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan 

biaya yang didapat oleh industri akibat dari meningkatnya 

konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada teori 

Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagai 

penghematan biaya bagi perusahaan karena ukuran atau 

pertumbuhan output secara umum. 

 Lingkungan Inovasi 

 Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi 

perantara untuk suatu proses sinergis. Pendekatan inovasi 

lingkungan mengasumsikan suatu endowment  kelembagaan 

daerah yang baik. Karakteristik  lingkungan  akan 

 mendukung  terjadi  interaksi  antar pihak untuk 

pertukaran pengetahuan dan informasi. 

 

                                                             
26 Nadvi, K. And Schmitz, H, 1999, Clustering And Industrialization: 

Introduction. World Development, halaman 1503-14. 
27 Bergman EM, Feser EJ, Op cit. 
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 Cooperativ Competition 

 Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha 

mencari cara   untuk   dapat   bekerjasama   dalam   

pengembangan   produk ataupun mencari perhatian pasar. 

Pola kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan 

keluarga, dan tradisi. 

 Interfirm Rivarly 

 Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelajaran, 

inovasi, dan kewirausahaan yang akan membentuk pola 

perkembangan ekonomi daerah. 

 Path Dependence 

 Path dependence  mengacu pada keadaan  umum dimana 

pilihan tekonologi,  walaupun  nampaknya  tidak  efisien, 

inferior,  ataupun yang suboptimal, akan  mendominasi  

alternatif/pilihan  lainnya  dan akan “memperkuat” terus, 

walaupun bukan berarti dengan upaya intervensi yang 

cukup signifikan hal tersebut tidak dapat diubah. 

Menurut Tambunan28, terdapat beberapa karakteristik dari 

sentra industri yaitu: 

1. Sejumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada 

umumnya membuat jenis-jenis produk yang sama atau 

sejenis dan berlokasi saling berdekatan di suatu wilayah. 

Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat 

digunakan bersama oleh semua pengusaha di lokasi 

tersebut; 

2. Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari 

penduduk di wilayah tersebut yang sudah dimiliki sejak 

lama, turun temurun; 

3. Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misalnya 

dalam pengadaan bahan baku atau pemasaran. 

                                                             
28 Tambunan, 1999, Perkembangan Industri Kecil di Indonesia, Jakarta, 

Mukhtiar Widia, halaman 4  
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4. Di dalam sentra terdapat pensuplai bahan baku, alat-alat 

produksi dan mesin, dan komponen-komponen 

subkontraktor. 

Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan 

oleh pemerintah melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagai 

reaksi terhadap kebutuhan lahan industri. Semakin 

meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru tahun 1989 

pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri. 

Kawasan industri merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan 

industri  yang  dilengkapi dengan prasaran dan sarana yang 

disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 

2.1.10.  Kawasan Industri 

Pengertian Kawasan Industri Menurut National Industrial 

Zoning Committee‟s (USA) pada 1967, yang dimaksud dengan 

kawasan industri atau Industrial Estate atau sering disebut 

dengan Industrial Park adalah suatu kawasan industri di atas 

tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh 

seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan 

industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, 

kesediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan 

aksesibilitas transportasi. Definisi lain, menurut Industrial 

Development Handbook dari ULI (The Urban Land Institute), 

Washington DC, kawasan industri adalah suatu daerah atau 

kawasan yang biasanya didominasi oleh aktifitas industri. 

Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi 

yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (industrial plants), 

penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan 

perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas 

sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, 

sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya. Istilah 

kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah 

tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian 
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tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu 

areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai 

padanan atas industrial estate. Sebelumnya, pengelompokan 

industri demikian disebut “ lingkungan industri”. 

Beberapa peraturan perundangan yang ada belum 

menggunaan istilah kawasan industri, seperti: Undang-Undang 

5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria disingkat 

UUPA, belum mengenal istilah-istilah semacam Lingkungan, 

zona atau kawasan industri. Pasal 14 UUPA baru 

mengamanatkan pemerintah untuk menyusun rencana umum 

persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan baru 

menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu untuk keperluan 

pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan ayat 

(1) huruf (e) Pasal 14 UUPA.  

Di Indonesia pengertian kawasan industri mengacu kepada 

keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 . Menurut 

Keppres tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri 

adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri 

yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri. Berdasarkan 

pada beberapa pengertian tentang kawasan industri tersebut, 

dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai 

kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah 

dimatangkan; 

2. dilengkapi dengan sarana dan prasarana; 

3. ada suatu badan (manajemen) pengelola; 

4. memiliki izin usaha kawasan industri; 

5. biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan 

beragam jenis). 
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Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan 

industri” dengan “Kawasan Peruntukan Industri” dan “Zona 

Industri”. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan 

lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. 

Sedangkan yang dimaksud Zona Industri  adalah satuan 

geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, 

berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi 

sebagai pengerak utama yang secara keseluruhan membentuk 

berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam 

kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial. 

 

2.1.11. Manfaat Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi 

Di Daerah 
 

2.1.11.1. Menciptakan Pusat Pertumbuhan Industri 

Istilah pusat pertumbuhan industri dikenal dalam teori 

Perroux (1970), teori ini menjadi dasar dari strategi 

kebijaksanaan pembangunan industri di daerah yang banyak 

diterapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan, 

pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu 

yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat 

yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang 

berbeda. Inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut: 

 Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan 

(L’industrie matrice) yang merupakan industri pengerak 

utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena 

keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan 

industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan 

industri lain yang berhubungan erat dengan industri 

unggulan tersebut; 
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 Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat 

pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri 

akan menciptakan pola konsumsi yag berbeda antar daerah 

sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan 

mempengaruhi perkembangan daerah-daerah tersebut; 

 Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri 

yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-

industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari 

industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang 

relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah 

yang relatif pasif. 

Selanjutnya Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari 

aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah tidak merata 

dan cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada 

pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya pusat-pusat 

pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang 

lambat perkembangannya. Terjadinya aglomerasi industri 

tersebut mempunyai manfaat-manfaat tertentu yaitu 

keuntungan skala ekonomis ( usaha dalam jumlah besar) dan 

keuntungan penghematan biaya. 

Beberapa manfaat dengan terjadinya aglomerasi dijelaskan, 

sebagai berikut: 

 Keuntungan Internal Perusahaan. Keuntungan ini timbul 

karena ada faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi 

yang hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Kalau 

dipakai dalam jumlah yang lebih banyak. Biaya produksi per 

unit akan lebih rendah dibandingkan jika dipakai dalam 

jumlah yang lebih sedikit; 

 Keuntungan lokalisasi (localization economies) Keuntungan ini 

berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas 

sumber. Artinya dengan terpusatnya industri, maka setiap 
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industri merupakan sumber atau pasar bagi industri yang 

lain; 

 Keuntungan Eksteren (keuntungan urbanisasi), artinya, 

aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan 

mengakibatkan banyak tenaga yang tersedia tanpa 

membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan 

tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang 

berbakat jadi manajer. Di samping itu aglomerasi tersebut 

juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa 

pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri, 

misalnya: listrik , air minum, perbankan dalam skala yang 

lebih besar. Oleh karena perusahaan-perusahaan tersebut 

dibangun dalam skala yang besar, maka biaya dapat ditekan 

lebih rendah. 

Di samping keuntungan skala ekonomis tersebut, 

aglomerasi mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya 

biaya transportasi. Penumpukan industri pada suatu daerah 

akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan 

dengan segala fasilitasnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, 

industri-industri tidak perlu menyediakan atau mengusahakan 

jasa transportasi sendiri. Padahal penyediakan jasa transportasi 

sendiri biaya sangat mahal. 

Kawasan industri yang dapat berkembang dengan baik, di 

dalamnya akan berdiri banyak pabrik maupun pergudangan. 

Banyaknya pabrik yang berdiri di suatu kawasan industri dapat 

merangsang pemusatan /aglomerasi industri di suatu daerah. 

Dampak positip dari adanya aglomerasi tersebut adalah akan 

tumbuhnya perekonomian di daerah yang bersangkutan yang 

pada ujungnya kemakmuran daerah dan kesejahteraan 

masyarakatnya akan meningkat. 
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2.1.11.2. Menciptakan Keterkaitan Antar Industri 

Albert O Hirschman menunjukkan bahwa pertumbuhan 

yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong 

perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor 

industri yang tumbuh lebih dahulu tersebut. Keterkaitan-

keterkaitan (linkages) ini bisa keterkaitan ke belakang 

(backward linkages) jika pertumbuhan tersebut , misalnya, 

industri tekstil menyebabkan dalam produksi kapas atau zat-zat 

pewarna untuk disediakan bagi industri tekstil tersebut. 

Keterkaitan tersebut bisa juga keterkaitan ke depan (forward 

linkages) yaitu jika adanya industri tekstil domestik tersebut 

mendorong tumbuhnya investasi dalam industri pakaian jadi 

misalnya.  

Keberadaan kawasan industri yang di dalamnya banyak 

berdiri berbagai macam industri, akan menjadi daya tarik bagi 

investor untuk mendirikan pabrik di daerah dimana kawasan 

industri berada khususnya di dalam kawasan industri. Daya 

tarik ini dapat terjadi salah satunya di karenakan industri yang 

berdiri sebelumnya mempunyai keterikatan dengan industri 

yang baru seperti keterkaitan bahan baku, sebagai pemasok, 

dapat memakai mesin produksi bersama-sama sehingga 

menghemat investasi, bahkan bagi Perusahaan Asing dapat 

berupa keterikatan karena negara asal, dan lain-lain. 

2.1.11.3. Identifikasi Masalah dalam menenutkan langkah 

Strategi dan Program Pembanguan Industri Kota 
Bontang 

 

Penyusunan rencana pembangunan industri untuk kurun 

waktu 20 tahun tidaklah mudah. Banyak faktor yang 

dipertimbangkan, seperti kewenangan, sosial budaya 

masyarakat, ciri khas atau kearifan lokal, kemampuan ekonomi 

masyarakat, bentuk-bentuk kreativitas ekonomi masyarakat, 

dll. 
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Demikian di Kota Bontang pembangunan Industri 

menghadapi berbagai permasalahan utama sebagai berikut: 

1. Pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan 

pengembangan sektor industri, sehingga kontirbusi terhadap 

PDRB masih rendah; 

2. Sumber daya manusia pada sektor hulu dan sektor industri 

masih kurang dan harus ditingkatkan, juga 

pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu 

mengeksplotasi sumber daya; 

3. Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat 

terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara 

(produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai 

dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi 

spesifik daerah; 

4. Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung 

pengembangan industri lebih lanjut, sehingga belum 

tumbuh dan berkembangnnya IKM yang melakukan 

kegiatan ekspor; 

5. Wilayah pengembangan kawasan industri hilir yang  

berbasis pada industry Kecil menengah (IKM) yang telah 

direncanakan belum sepenuhnya terealisasi. 

Untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dan untuk 

menjawab permasalahan pembangunan industri ini, diperlukan 

strategi yang tepat. Strategi ini juga untuk mencapai sasaran 

yang telah ditentukan dalam pembangunan industri Kota 

Bontang, yang dilakukan melalui berbagai program yang paling 

tidak meliputi pembangunan sumber daya industri; 

pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama 

dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar 

pemerintah daerah dalam pengembangan industri; 

pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta 

perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan 
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industri. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi 

sebagai berikut: 

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas 

dan sustainable; 

2. Menumbuhkembangkan industri pengolahan sumber daya 

unggulan yang meliputi hasil kemaritiman misalnya rumput 

laut, pengolahan ikan, dengan struktur industri yang kuat 

dan berdaya saing; 

3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap 

komoditas basis industri unggulan; 

4. Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan 

konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan 

unit usaha; 

5. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dan 

bertanggung-jawab; 

6. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga 

penelitian, dan sebagainya); 

7. Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting 

untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk 

aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan 

pemasaran; dan 

8. Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan. 

2.2. Empiris Kota Bontang 

2.2.1.  Gambaran Umum Kota Bontang 

2.2.1.1.  Letak Geografis Kota Bontang 

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten 

Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang–Undang 

No. 47 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, 

bersama–sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten 

Kutai Kertanegara.  

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 159,0303 km2 

tersebut terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km2 (70,30%) 
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dan wilayah darat seluas 147,80 km2 (29,70%). Sejak 

disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang 

Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 

(tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan 

Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-

masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 

109,24 km2, Kecamatan Bontang Utara seluas 31,85 km2, dan 

Bontang Barat seluas 17,93 km2. Kelurahan yang terluas yaitu 

Bontang Lestari dengan luas 87,20 km2.  

Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 

117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang 

Utara. Wilayah Kota Bontang disebelah Utara dan Barat 

berbatasan dengan  Kabupaten Kutai Timur sebelah Timur 

dengan Selat Makassar dan sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Kutai kartanegara.  

Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di 

pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat 

Makasar yang dengan panjang pantai ± 24,4 km. Wilayah 

tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) 

dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung 

berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah 

luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. 

Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa 

pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) 

pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.29 

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, 

pemerintah berupaya membangunan pelabuhan serta jaringan 

jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. Dengan 

ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur 

                                                             
29    Badan Pusat Statistik diakses pada 24 Agustus 2020 
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transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah 

tengah. 

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya 

dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta 

afiliasinya. Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota 

Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru 

serta membangun bandara umum. 

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang 

lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan 

terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota 

Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata 

mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih 

baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan 

snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi 

sehingga cocok untuk ekowisata. 

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap 
Kelurahan di Kota Bontang 

Kecamatan / Kelurahan Luas Wilayah (km2) Jumlah RT 

Bontang Selatan 109,2422  

1. Berbas Pantai 0,5918 24 

2. Berbas Tengah 0,8835 62 

3. Tanjung Laut Indah 3,0592 33 

4. Satimpo 16,1215 25 

5. Tanjung Laut 1,3774 38 

6. Bontang Lestari 87,2088 19 

Bontang Utara 31,8542 205 

1. Api Api 2,1530 42 

2. Bontang Baru 2,2163 28 

3. Bontang Kuala 7,8948 20 

4. Guntung 11,1869 18 

5. Gunung Elai 5,0164 45 

6. Loktuan 3,3868 52 

Bontang Barat 17,9339 93 

1. Belimbing 9,6141 51 

2. Kanaan 6,0167 12 

3. Telihan 2,3031 30 

 Jumlah 159,03  
Sumber: Kecamatan-Kecamatan, BPS Dalam Angka 2018 
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2.2.1.2.Topografis Kota Bontang 

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh 

permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit 

dengan ketinggian antara 0 – 106 m di atas permukaan laut. 

Mayoritas wilayah (48%) menempati kawasan pinggir pantai 

yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar 

di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang 

dari bagian selatan ke barat. Selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel dan gambar berikut. 

Tabel 2.2. Sebaran Luas Kota Bontang Berdasarkan  
Ketinggian 

No Kecamatan Kelurahan Luas berdasarkan Kelas 

Ketinggian (Ha) 

Jumlah 

0–15 

m 
15–25 

m 
25–100 

m 
100–

500 
 m 

1 Bontang 

Utara Loktuan 86 166 178 

 

- 430 

Belimbing 1.025 428 552 - 2.005 

Bontang Baru 303 487 100 - 890 

Bontang Kuala 579 6 - - 585 

Jumlah 1.993 1.087 830 - 3.910 

Satimpo 486 782 8 - 2.122 

Tanjung Laut 573 127 - - 700 

2 Bontang 

Selatan 
Berbas Tengah 26 208 - - 234 

Berbas Pantai 102 3 - 20 105 

Bontang 

Lestari 2.235 1.415 4.893 20 7.709 

Jumlah 3.442 2.535 4.901  10.870 

 Bontang Jumlah 5.415 3.622 5.723 20 14.780 
 Sumber : BPS Kota Bontang , 2018 
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Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Kota Bontang 
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 Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Bontang 
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Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kota Bontang 
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2.2.1.3. Geologi Kota Bontang 

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam 

sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur 

Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah 

perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah 

utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di 

Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu: 

 Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, 

lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai 

dan delta. 

 Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa 

dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak 

dan mudah hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di 

daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai 

aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu 

pasir dan pasir lempung. 

 Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir 

kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan 

napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan 

merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang 

dengan arah utara-selatan. 

 Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir 

kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan 

batubara. 

 Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di 

Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping 

dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal. 

 Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih 

dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping. 

Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan 

antiklin dan sinklin serta sesar dan kekar. Struktur batuan 

tersebut terjadi pada umur Tersier awal sampai Tersier akhir, 
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yang terlihat oleh bentuk bentang alamnya pada beberapa 

lokasi, tapi di tempat lain hanya dapat diketahui dari pola 

sebaran batuan atau dari hasil penafsiran pengukuran bidang 

perlapisannya. 

Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. 

Antiklin Api-api pada Formasi Pulau Balang melandai kearah 

barat dan timur, dengan kemiringan lapisan berkisar dari 5-200, 

mendekati puncak antiklin kemiringan lapisan mencapai 500. 

Struktur sesar berupa patahan naik dan sesar geser jurus. Sesar 

naik terdapat di bagian barat berarah barat daya –timur laut 

melewati Gunung Lobang batik. Sesar naik ini diduga 

merupakan kelanjutan proses dari pembentukan antiklin. Pada 

peta geologi (GTL Bandung, 1990), maka pelurusan sesar naik 

masih diduga sebagai kelurusan sumbu antiklin. 

Adapun Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah 

kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki 

lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur 

hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan 

dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil 

stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah 

dan persediaan air tanah tetap terjaga. 
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Gambar 2.4. Peta Geologi Kota Bontang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1.5. Penggunaan Lahan 



64 
 

2.2.1.4. Penggunaan Lahan 

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar 

sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari 

hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 

1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19%), 

pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung 

seluas, 1.355,56 ha (9,170%) dan fasilitas umum seluas 562,43 

ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat 

dilihat pada tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2.3. Penggunaan Tanah di Kota Bontang Tahun 2018 

No Jenis Penggunaan Lahan 
Luas 

 (Ha) % 

1 Akomodasi dan Rekreasi 6,362274 0,039 

2 Danau/Situ/Waduk 33,358284 0,209 

3 Hutan 5031,424112 31,531 

4 Industri Non Pertanian 654,25035 4,100 

5 Jalur Hijau 209,382323 1,312 

6 Jasa Kesehatan 13,287204 0,083 

7 Jasa Pelayanan Umum 85,6024 0,536 

8 Jasa Pemerintahan 89,184852 0,558 

9 Jasa Pendidikan 38,057412 0,238 

10 Jasa Peribadatan 13,810398 0,086 

11 Lembaga Usaha 10,586322 0,066 

12 Makam 5,165476 0,032 

13 Mangrove 2640,872567 16,549 

14 Pasar 2,562649 0,016 

15 Perdagangan Umum 19,20737 0,120 

16 Pergudangan 3,523926 0,022 

17 Perikanan 387,385324 2,427 

18 Pertanian Tanah Basah 17,864009 0,111 

19 Pertanian Tanah Kering 1220,904831 7,651 

20 Perumahan Teratur 646,132635 4,049 

21 Perumahan Tidak Teratur 1114,305013 6,983 

22 Prasarana Transport 55,865816 0,350 

23 Semak 3501,315426 21,942 

24 Sungai 3,359954 0,021 

25 Tanah Kosong 141,543666 0,887 

26 TPA 11,642346 0,072 

 Jumlah 15956,95694 100 
 Sumber : Bapelitbang Kota Bontang, 2019 
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Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup 

kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas 

masyarakat maupun swasta yang menjadikan potensi 

pengembangan wilayah lautnya sangat sempit. Penggunaan 

ruang laut yang terbesar adalah untuk alur pelayaran, 

sebagaimana pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4  Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang 
No Penggunaan Luas (Ha) % 

A Flat   

 - Gosong karang 940 2,69 

 - Pasir 158 0,45 

 - Pasir lumpur 100 0,29 

B Terumbu karang 2.799 8,00 

C Alur pelayaran   

 - PT. Badak NGL 1.311 3,75 

 - PT.PKT 3.464 9,90 

D Area efektif untuk kegiatan perikanan 9.384 26,83 

E 
Penggunaan lain (alur rakyat, alur 
Tanjung laut, & 16.821,0 48,092 

 Luas Total Wilayah Laut 34.977,00 100,00 
 Sumber : RTRW Kota Bontang, 2012-2032 

 
Kota Bontang merupakan kota pesisir yang terlihat dari 

luasan wilayah lautnya yang dominan sekitar 70,30%. Namun 

demikian dengan melihat karakteristik fisik laut dan banyaknya 

kegiatan yang sudah ada di wilayah tersebut menjadikan 

potensi pengembangan wilayah laut sangat sempit. Potensi 

untuk kegiatan perikanan sekitar 9.384 ha atau sekitar 26,83% 

dari luas wilayah laut Kota Bontang, sedangkan pengunaan 

lahan terbesar di wilayah laut Kota Bontang adalah untuk alur 

pelayaran, baik alur pelayaran swasta, rakyat maupun alur 

pelayaran nasional. 
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Gambar 2.5. Peta Tata Guna Lahan Kota Bontang 
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2.2.1.6. Kependudukan 

 Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data BPS, bahwa Jumlah penduduk Kota 

Bontang pada tahun 2015 sebesar 163.326 jiwa dengan laju 

pertumbuhan 2,32%. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi 

pada tahun 2015 terdapat di Kecamatan Bontang Utara sebesar 

2.700 jiwa per km2 disusul Kecamatan Bontang Barat sebesar 

1.625 jiwa per km2 dan Kecamatan Bontang Selatan sebesar 619 

jiwa per km2. 

Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2015 terdiri atas 

laki-laki 85.522 jiwa dan perempuan 77.804 jiwa. Selama lima 

tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki 

masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Sex 

Rasio atau Rasio jenis kelamin pada tahun 2015 adalah 110 

atau dengan kata lain setiap 100 orang penduduk perempuan 

terdapat 110 orang penduduk laki-laki di Kota Bontang. Jumlah 

penduduk pada tahun 2010-2018  dapat disampaikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.5  Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2018 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 
Laju 

Pertumbuhan 
Sex Rasio 

(%) 

2010 75.422 68.261 143.683 4,61 110 

2011 77.714 70.697 148.411 3,29 110 

2012 79.723 72.366 152.089 2,48 111 

2013 81.718 74.062 155.780 2,43 110 

2014 83.641 75.974 159.614 2,46 110 

2015 85.522 77.804 163.326 2,33 110 

2016 87.297 79.571 163.326 2,30 109 

2017 89 280 81 331 170 611 2,33 110 

2018 91.021 83.185 174.206 2,36 109 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2019 

 

Pertumbuhan penduduk Kota Bontang didominasi oleh 

penduduk usia produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa 

pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan 

penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin 

tergambar bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi 
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dibandingkan dengan petumbuhan penduduk perempuan. Ini 

menjadi petunjuk bahwa banyaknya pendatang yang datang 

untuk mengadu nasib di Kota Bontang sebagian besar 

pendatang adalah penduduk laki-laki.  

Gambar 2.6. Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 
2010-2018 

 

 

 

 

 

 Struktur Umur 

Selanjutnya, gambaran perkembangan penduduk 

berdasarkan kelompok umur dapat disampaikan pada Tabel 2.8. 

berikut. 

Tabel 2.6  Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan 

Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota 
Bontang Tahun 2010-2018 

Tahun 
 

Umur /Tahun Jumlah 
 

RBK 
 0 -14 15 -64 65+ 

2010 45.942 95.806 1.591 143.683 49,61 

2011 50.198 97.514 1.518 149.230 53,03 

2012 49.319 102.819 1.926 154.064 49,59 

2013 51.141 110.432 2.078 163.651 48,20 

2014 52.345 113.015 2.136 167.494 48,21 

2015 49.805 111.282 2.239 163.326 47,00 

2016 49.640 114.784 2.442 166.868 45,37 

2017 50.169 117.795 2.647 170.611 44,84 

2018 50.650 120.681 2.875 174.206 44,35 
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 
 

Dari tabel 2.8 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota 

Bontang tahun 2010-2018 rata-rata didominasi oleh migrasi 

penduduk usia produktif. Pertumbuhan tersebut diduga terkait 
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dengan kondisi Kota Bontang yang merupakan daerah industri 

yang cenderung menjadi tujuan bagi penduduk usia produktif 

untuk mendapatkan pekerjaan. 

Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke 

Kota Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik 

dari segi suku maupun agama. Menurut agama yang dianut, 

penduduk Kota Bontang mayoritas beragama Islam yang 

jumlahnya mencapai 88,96%. Berikutnya adalah penduduk yang 

beragama Kristen sebanyak 8,95%, Katholik sebanyak 1,82 %, 

Hindu sebanyak 0,20 % dan Budha 0,07 %. Perbedaan suku dan 

agama tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat 

istiadat dan kebudayaan daerah. 

 Ketenagakerjaan 

Rasio penduduk yang bekerja berfluktuasi dalam 5 tahun 

terakhir menunjukkan peningkatan, khususnya pada tahun 

2015 dengan rasio meningkat lebih 100 persen dibandingkan 

dengan tahun 2014. Hal ini tentu mencerminkan perkembangan 

perekonomian dan investasi di Kota Bontang. Meningkatnya 

jumlah penduduk yang bekerja ini mengindikasikan bahwa 

adanya peningkatan lapangan pekerjaan baru yang menyerap 

angkatan kerja. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang 

bekerja selama 8 tahun (2011-2018) seperti tercantum dalam 

tabel 2.7 berikut: 

Tabel 2.7   Rasio Penduduk Bekerja Kota Bontang  Tahun 
2011-2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 

 

No 

 

Uraian 

 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Penduduk 

yang Bekerja 
60.316 66.399 63.899 68.526 69.371 69.059 68.190 73.039 

2. Angkatan 
Kerja 

70.264 77.557 71.838 75.621 78.895 78.595 77.882 80.807 

3. Rasio 85,84 85,61 88,95 90,62 87,93 87,86 87,55 90,38 
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Gambar  2.7 Grafik Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2011-201 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ditinjau dari pola distribusi tenaga kerja menurut lapangan 

usaha di Kota Bontang, pada tahun 2015 untuk tiga sektor 

tertinggi adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan dan 

hotel sebesar 17,47 persen, jasa-jasa sebesar 17,12 persen dan 

industri pengolahan 9,97 persen. Distribusi tenaga kerja 

menurut lapangan kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

2.8. 

Tabel 2.8   Penduduk Berumur >15 Tahun Bekerja Menurut 
Lapangan Usaha (orang),  Tahun 2011 – 2015 

No. LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pertanian 4.583 5.848 9.373 7.809 2.758 

2. Pertambangan dan 

penggalian 

 

6.203 

 

5.301 

 

5.707 

 

5.589 

 

4.710 

3. Industri Pengolahan 6.558 6.718 2.197 5.485 9.997 

4. Listrik, gas dan air 1.234 173 290 190 460 

5. Bangunan 5.730 5.038 7.318 6.192 8.624 

6. 

 

Perdagangan   

besar,eceran, rumah 
makan dan hotel 

 

 
14.326 

 

 
17.964 

 

 
19.035 

 

 
23.468 

 

 
17.474 

7. Angkutan, 

penggudangan dan 
komunikasi 

 

 
2.873 

 

 
2.695 

 

 
2.931 

 

 
2.043 

 

 
3.726 

8. Keuangan,  asuransi,  

usaha sewa bangunan 

,tanah &jasa Perusahaan 

 

 

2.620 

 

 

6.855 

 

 

2.197 

 

 

4.529 

 

 

4.496 

9. Jasa Kemasyarakatan 15.272 10.490 15.370 13.221 17.126 

10. Lainnya 4.583 4.398 - - - 

 Jumlah 63.982 65.480 64.417 68.526 69.371 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2016 
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2.2.1.6.  Ekonomi Wilayah 

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor 

produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai 

tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Nilai tambah yang disumbangkan oleh sektor 

industri pengolahan tidak terlepas dari aktifitas dua perusahaan 

yaitu PT. Badak LNG sebagai industri pengolah gas alam cair 

berpengaruh terhadap pembentukan PDRB migas dan PT. 

Pupuk Kalimantan Timur sebagai produsen pupuk berpengaruh 

terhadap PDRB tanpa Migas. 

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan 

menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas 

dasar harga konstan (ADHK). Angka sementara nilai PDRB 

dengan migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 

tercatat sebesar 59,85 trilyun rupiah. Sedangkan PDRB dengan 

migas atas dasar harga konstan sebesar 40,24 trilyun rupiah. 

Berdasarkan komposisi nilai PDRB dengan migas baik atas 

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 

diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan 

penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Bontang. 

PDRB secara sektoral, PDRB tanpa Migas juga sangat di 

dominasi oleh sektor industri pengolahan dalam hal ini sub 

sektor industri pengolahan pupuk, amonia dan industri kimia 

lainnya. 

Dilihat dari sisi laju pertumbuhan, perekonomian Kota 

Bontang mengalami pertumbuhan dengan tren positif 

khususnya untuk laju pertumbuhan ekonomi dengan migas. 

Perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan yang 

signifikan selama periode tahun 2011-2015, dimana 

pertumbuhan ekonomi meningkat dari -7,4 persen pada tahun 

2011 menjadi tumbuh positif 3,4 persen pada tahun 2015. 
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Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan yang dicapai tertinggi 

selama sepuluh tahun terakhir dimana pertumbuhan ekonomi 

dengan migas mengalami pertumbuhan negatif cukup signifikan. 

Sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.13, pertumbuhan 

ekonomi tanpa migas pada tahun 2015 tumbuh 5,5 persen 

mengalami peningkatan setelah pada tahun 2014 mengalami 

pelambatan dengan tingkat pertumbuhan 3,7 persen. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang cenderung 

mengalami peningkatan tersebut utamanya ditopang oleh 

adanya peningkatan kontribusi sektor dominan dalam hal ini 

sektor industri pengolahan. Berdasarkan data pembangunan 

Kota Bontang Tahun 2016, sektor industri pengolahan 

mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen pada tahun 2015. 

Tren positif pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat terus 

dipertahankan agar dapat menopang sektor-sektor ekonomi 

masyarakat khususnya yang bersentuhan langsung dengan 

sektor mikro dan UKM. 

Tabel 2.9.    Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku Kota Bontang Tahun 2013-2017*) 
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015r 2016x 2017xx 

1 Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

 
366.597,49 453.171,89 514.228,13 482.379,82 

 

 

563.785,32 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 1.432.541,39 1.117.139,80 810.849,10 360.513,30 

 

483.336,62 

3 Industri Pengolahan 

48.067.921,86 50.518.892,07 49.731.812,61 

45.286 

429,16 49.349.646,97 

4 Pengadaan Listrik 

dan Gas 6 .705,76 7.599,13 12.295,44 13.607,13 16.175,77 

5 Pengadaan Air, 

Pengelolaan  

Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

 
 

8.103,65 8.687,23 9.289,88 10.024,91 

 

 

12.453,69 

6 Konstruksi 2.230.742,65 2.407.377,97 2.528.473,04 2.590.489,35 2.886.704,45 

7 Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan sepeda 

motor 1.180.323,20 1.276.902,84 1.365.676,59 1.413.299,15 

 

 

1.468.937,81 

8 Transportasi dan 

Pergudangan 552.126,60 587.972,51 618.703,02 654.813,37 701.316,55 

9 Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan 186.647,77 203.618,12 219.928,70 223.162,47 257.512,46 

10 Informasi dan 

Komunikasi 318.264,41 348.125,10 368.233,97 391.721,68 401.215,31 
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11 Jasa Keuangan dan 

Asuransi 358.489,96 387.396,91 403.136,96 420.690,51 

 

400.030,94 

12 Real Estate 184.504,20 198.778,07 208.759,22 220.878,55 234.353,14 

13 Jasa Perusahaan 191.931,02 211.229,93 219.231,42 225.568,75 231.199,91 

14 Administrasi 
Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

jaminan Sosial Wajib 533.874,92 583.551,41 655.250,88 717,769,33 

 

743.142,96 

15 Jasa Pendidikan 323.691,46 369.590,83 422.869,14 464,711,21 513.588,38 

16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 228.364,88 256.768,49 278.208,26 303,153,33 

 
343.631,78 

17 Jasa lainnya 107.247,53 118.511,08 135.756,96 156,595,79 180.599,99 

 PDRB dengan Migas 56.278.078,73 59.055.313,39 58.502.703,32 53.935.807,81 58.787.632,05 

 PDRB tanpa Migas 20.800.710,07 21.155.525,24 23.931.760,69 24.563.777,98 25.755.125,60 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018 

Tabel 2.10.  Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
Di Kota Bontang (persen) 2013-2017 

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015x 2016x
x 

2017x
x 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,65 0,77 0,88 0,89 0,96 

2 Pertambangan dan Penggalian 2,55 1,89 1,39 0,67 0,82 

3 Industri Pengolahan 85,41 85,55 85,01 83,96 83,95 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan  Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

0,01 0,01 0,02 0,02  

0,02 

6 Konstruksi 3,96 4,08 4,32 4,80 4,91 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan sepeda motor 

2,10 2,16 2,33 2,62  

2,50 

8 Transportasi dan Pergudangan 0,98 1,00 1,06 1,21 1,19 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 0,33 0,34 0,38 0,41 0,44 

10 Informasi dan Komunikasi 0,57 0,59 0,63 0,73 0,68 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,64 0,66 0,69 0,78 0,68 

12 Real Estate 0,33 0,34 0,36 0,41 0,40 

13 Jasa Perusahaan 035 0,36 0,37 0,39 0,39 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
jaminan Sosial Wajib 

0,95 0,99 1,12 1,33  
1,26 

15 Jasa Pendidikan 0,58 0,63 0,72 0,86 0,87 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,41 0,43 0,48 0,56 0,58 

17 Jasa lainnya 0,19 0,20 0,23 0,29 0,31 

 PDRB  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018 

Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 

di Kota Bontnang (Juta Rupiah), 2013-2017 
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015x 2016xx 2017xx 

1 Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 294 318,78 353 995,35 374 762,10 352 552,01 368 363,58 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 964 493,94 665 860,47 621 654,10 395 075,64 441 268,46 

3 Industri Pengolahan 36 256 075,49 34 869 242,97 36 530 201,98 36 081 538,57 36 125 004,62 

4 Pengadaan Listrik dan 

Gas 7 645,97 9 038,30 11 852,69 12 548,78 13 685,05 

5 Pengadaan Air, 

Pengelolaan  Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 7 247,75 7 480,24 7 790,20 8 215,68 9 230,91 
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6 Konstruksi 1 950 847,19 1 991 244,34 2 029 310,53 2 000 216,95 2 137 033,43 

7 Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan sepeda motor 

999 537,87 

 

1 039 278,32 

 

1 068 436,46 

 

1 052 298,36 

 1 055 022,39 

8 Transportasi dan 

Pergudangan 496 846,30 516 466,81 529 136,77 548 752,76 569 228,45 

9 Penyediaan Akomodasi 

dan Makan 150 709,19 155 377,73 159 432,26 156 437,83 173 661,36 

10 Informasi dan 

Komunikasi 312 480,85 339 822,49 358 143,65 379 586,63 379 397,84 

11 Jasa Keuangan dan 

Asuransi 296 961,30 304 999,72 305 009,03 309 688,18 301 278,42 

12 Real Estate 169 842,71 175 203,28 181 384,19 187 691,51 189 607,78 

13 Jasa Perusahaan 177 556,57 192 842,58 197 376,94 197 261,20 197 401,53 

14 Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan jaminan 

Sosial Wajib 
 

406 625,56 428 262,12 451 576,78 

 
 
 

459 150,60 455 053,44 

15 Jasa Pendidikan 245 132,86 277 125,45 302 045,51 323 605,00 357 136,24 

16 Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 181 486,11 195 058,97 199 987,85 208 933,95 232 558,57 

17 Jasa lainnya 94 527,90 100 834,28 106 455,34 113 375,96 123 365,35 

 PDRB dengan Migas 43 012 336,35 41 622 133,43 43 434 556,36 42 786 929,62 43 128 297,41 

 PDRB tanpa Migas 16 576 778,32 17 190 529,54 18 196 640,67 18 214 614,28 18 472 201,13 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018 

 

Tabel 2.12  Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas 
Dasar harga Konstan 2010 Menurut lapangan Usaha di 
Kota Bontang (persen), 2013-2018 

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 
2017

 x 
2018

xx
 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 17,91 2,78 7,33 -0,29 5,69 4,94 

2 Pertambangan dan Penggalian -30,78 12,96 -22,26 -34,05 11,69 6,32 

3 Industri Pengolahan -6,39 9,28 -5,83 -5,39 -0,01 4,07 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 7,95 -4,13 20,09 5,58  
5,45 

 
10,73 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan  Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

0,84 3,87 2,68 2,32  

11,68 

 

3,42 

6 Konstruksi 2,01 5,73 3,06 3,93 6,84 9,69 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan sepeda motor 

3,93 4,05 4,02 5,04  

0,78 

 

4,09 

8 Transportasi dan Pergudangan 4,79 2,45 2,71 1,75 3,72 5,81 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 4,02 5,81 5,27 3,54 8,71 6,75 

10 Informasi dan Komunikasi 7,10 0,58 0,37 0,37 -0,05 6,49 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 9,51 5,22 1,35 0,52 -1,92 4,42 

12 Real Estate 5,58 4,44 1,44 2,25 1,02 2,46 

13 Jasa Perusahaan 10,80 1,33 0,01 1,91 2,32 5,78 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan jaminan Sosial Wajib 

5,76 3,78 6,49 7,95  
-0,89 

 
2,06 

15 Jasa Pendidikan 16,14 1,00 4,11 2,56 8,73 3,62 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,14 4,61 6,05 4,32 5,87 3,77 

17 Jasa lainnya 7,09 3,59 8,50 8,31 8,81 4,87 

 PDRB dengan Migas -5,72 8,44 -4,92 -4,41 0,68 4,50 

 PDRB tanpa Migas 8,64 -1,93 7,29 3,15 1,36 5,77 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2019 
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2.2.1.7.  Perkembangan Kegiatan Kemaritiman 

Wilayah laut di Kota Bontang lebih luas daripada wilayah 

daratan. Oleh karena itu wajar jika hasil produksi perikanan 

didominasi oleh perikanan laut. Produksi perikanan pada tahun 

2017 tercatat 27.164,3 ton, yang terdiri atas 20.773,6 ton 

produksi perikanan laut dan 6.390,7 ton perikanan budidaya. 

Hasil produksi perikanan laut yang paling banyak adalah ikan 

baronang lingkis 3.206,7 ton, diikuti ikan tongkol karai 1.623,5 

ton. Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga perikanan laut 

tercatat 3.181 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga 

perikanan budidaya tercatat 652 rumah tangga.  

Tabel  2.13. Produksi Perikanan Tangkap  dan Subsektor di 

Kota Bontang (ton) Tahun 2013-2018 
Tahun Perikanan Laut Perikanan Umum Jumlah 

2013 14.353 - 14.353 
2014 15.761 - 15.761 

2015 16.550,73  16.550,73 
2016 20 150,8 - 20 150,8 

2017 20.773,60 - 20.773,60 

2018 20.925,39  20.925,39 
Sumber: BPS Kota Bontang, 2019 

Tabel 2.14. Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Biota di 

Kota Bontang (ton), Tahun 2014-2018 
No. Jenis Biota Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Ekor kuning 13,7 14,4 14,2 10,98 21,69 

2 Kuwe 305,5 320,8 354,4 216,2 234,79 

3 Layang 1.505,5 1.580 1.616,5 1.087,5 1.069,65 

4 Bawal Hitam 6,4 - 9,5 4,3 2,82 

5 Bawal Putih 2,7 - 3,0 4,1 3,45 

6 Kakap Putih 189,6 199,1 246,1 299,0 300,11 

7 Tembang 567,8 597,2 533,0 403,5 426,74 

8 Teri 507,1 532,5 568,5 399,0 418,12 

9 Ikan Gaji 68 71,4 154,0 57,4 51,28 

10 Ikan Napoleon 18 - 18,0 - - 

11 Kapas-Kapas 25,5 26,8 29,0 24,5 19,93 
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12 Lemcam 50,3 52,8 57,3 68,8 62,58 

13 Kakap Merah 

Bambangan 

 

234,5 

 

246,2 

 

380,5 

 

371,2 

 

371,82 

14 Belanak 469,4 492,9 709,5 1.221,4 1.110,02 

15 Biji Nangka Kerang 38,1 40,0 46,6 47,3 48,70 

16 Biji nangka 20,9 21,9 22,6 30,6 35,19 

17 Tongkol Karai 1.217,0 1.227,9 1.378,6 1.623,5 1.812,14 

18 Tongkol Komo 1.210,4 1.270,9 1.422,7 1.609,0 1.663,41 

19 Cekalang 1.313,0 1.378,7 1.326,0 1.487,5 1.730,96 

20 Kembung 1.354,6 1.317,3 1.211,0 1.220,6 1.159,50 

21 Tenggiri 405,5 425,8 419,8 474,6 470,01 

22 Tengiri Papan 313,2 328,9 348,9 391,8 354,06 

23 Mandidihang 137,8 - 231,0 283,9 237,32 

24 Mata Besar 124,9 - 200,0 321,7 391,35 

25 Kerapu Karang 36,8 - 47,8 65,7 70,14 

26 Kerapu Bebek 42,8 - 54,6 86,3 85,24 

27 Kerapu Belang 40,8 - 51,4 79,6 81,10 

28 Kerapu Sunu 35,8 - 45,6 57,3 60,18 

29 Baronang lingkis 1.690,4 1.774,9 2.423,0 3.206,6 2.946,59 

30 Baronang 292,2 306,8 317,0 403,8 391,42 

31 Baronang Kuning 236,7 248,5 223,9 319,7 283,77 

32 Layur 142,3 - 130,0 45,27 45,30 

33 Cucut  87,5 91,9 91,0 13,7 13,93 

34 Pari 72,5 76,1 470,0 160,1 196,15 

35 Ikan lainnya - - 1.356,3 1.936,2 2.120,01 

36 Udang Dogol 10,0 - 71,0 198,6 201,01 

37 Udang Putih 16,0 16,8 33,0 80,4 80,03 

38 Udang Barong 44,1 - 115,0 67,0 93,92 

39 Udang lainnya - - 129,0 49,8 85,54 

40 Rajungan 387,6 407 488,0 482,2 473,19 

41 Teripang 411,7 432,3 468,0 354,2 299,32 

42 Binatang berkulit 

keras lainnya 

 

- 

 

- 

 

47,0 

 

50,1 

 

53,17 
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43 Kerang darah 326,2 342,3 392,0 456,9 355,51 

44 Cumi-cumi 343,9 361,1 1.000,0 608,9 607,11 

45 Tiram 27,4 28,8 55,7 99,0 106,82 

46 Sotong 177,4 186,3 747,8 205,2 220,11 

47 Binatang Lunak 

lainnya 

 

- 

 

- 

 

47,0 

 

68,1 

 

78,47 

48 Binatang air 

lainnya 

 

- 

 

- 

 

46,0 

 

- 

 

- 

 Jumlah 14.241,5 14.417,9 20.150,8 20.773,6 20.925,39 

Sumber: BPS Kota Bontang, Tahun 2019 

 

2.2.1.8.  Perkembangan Industri 

Perkembangan industri logam, mesin, elektronika dan 

aneka industri kecil di Bontang berdasarkan data statistik 

tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya, yaitu 545 dengan rincian 31 merupakan industri 

formal, 514 industri nonformal. Total investasi industri ini di 

tahun 2019 sebesar 12.417,63 juta rupiah dengan jumlah 

tenaga kerja sebanyak 929 orang. Sedangkan untuk industri 

kimia, agro, dan hasil hutan, terdapat 875 unit usaha di tahun 

2019 dengan total investasi sebesar 40.020.631 juta rupiah dan 

tenaga kerja sejumlah 1.294 orang.  

Selain itu, di Kota Bontang juga terdapat 525 industri 

makanan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 646 orang, 283 

industri minuman dengan tenaga kerja sebanyak 241 orang, 42 

industri kimia dengan tenaga kerja sebanyak 94 orang, 17 

industri hasil hutan dan perkebunan dengan tenaga kerja 

sebanyak 25 orang, serta 43 industri lainnya dengan tenaga 

kerja sebanyak 68 orang. 
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Tabel 2.15 Jumlah Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan 

Aneka Industri, serta Tenaga Kerja dan Investasi 
di Kota Bontang 

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Industri logam, mesin, elektronika, dan aneka (ILMEA) 

    Unit usaha 471 481 524 545 545 

    Tenaga kerja 776 809 891 929 929 

    Investasi (juta Rp) 11 498,77 11 802,68 12 190,07 12 417,63 12 417,63 

2. Industri logam, mesin, elektronika, dan aneka (ILMEA) formal 

    Unit usaha 11 17 23 31 31 

    Tenaga kerja 114 137 156 181 181 

    Investasi (juta Rp.) 1 209,00 1 698,70 1 620,05 1 783,30 1 783,30 

3. Industri logam, mesin, elektronika, dan aneka (ILMEA) nonformal 

    Unit usaha 460 464 501 514 514 

    Tenaga kerja 662 672 735 748 748 

    Investasi (juta Rp.) 10 289,77 10 103,98 10 570,02 10 634,33 10 634,33 

Sumber:  Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota 
Bontang 

 

Tabel  2.16. Jumlah Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, 
serta Tenaga Kerja dan Nilai Investasi di Kota 

Bontang, 2015-2019 
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Industri Kimia, agro, dan hasil hutan (IKAHH) 

Unit usaha/Bisnis  613 663 734 874 875 

Tenaga kerja 861 961 949 1 294 1 294 

Investasi (juta Rp.) 21.372.520 31.959.710 31.920.504 40.020.631 40.020.631 

2. Industri Kimia, agro, dan hasil hutan (IKAHH) formal 

Unit usaha 2 2 2 2 2 

Tenaga kerja 6 6 6 6 6 

Investasi (juta Rp.) 81.930 81.930 81.925 81.925 81.925 

3. Industri Kimia, agro, dan hasil hutan (IKAHH) nonformal 

Unit usaha 611 661 732 872 873 

Tenaga kerja 855 955 943 1 288 1 288 

Investasi (juta Rp.) 21.290.590 31.877.780 31.838.579 39.938.706 39.938.706 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota 

Bontang 
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Tabel 2.17. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai 

Investasi Menurut Klasifikasi Industri di Kota 
Bontang, 2019  

Klasifikasi Industri Perusahaan Tenaga 
Kerja 

Nilai 
Investasi 

(ribu Rp.) 

(1) (2) (3) (4) 

A. Makanan dan Minuman 

1 Roti dan kue 74 100 1.373.586 

2 Kue basah 47 59 608.601 

3 Aneka kerupuk 146 158 2.989.113 

4 Produk masak lainnya (terasi) 20 61 151.454 

5 Produk masak dari 
kelapa(VCO) 

2 20 45.000 

6 Gula merah 2 5 7.400 

7 Manisan buah-buahan, 

sayuran kering 

   

 a. Manisan RL 23 30 94.150 

 b. Manisan mangrove 2 2 348 

8 Penggaraman/pengeringan 
ikan 

24 40 126.320 

9 Penggaraman/pengeringan 
biota air lainnya (rumput laut 

kering) 

14 24 54.865 

10 Makaroni, mie 4 3 386.000 

11 Pemindangan biota air 
lainnya 

- - - 

12 Pengawetan lainnya untuk 

biota air lainnya 

   

 a. Empek-empek 65 75 1.166.850 

 b. Nugget, sosis ikan 6 5 37.430 

13 Pengolahan dan pengawetan 

daging dan unggas 
(pembuatan bakso) 

12 2 55.531 

14 Makanan dari kedelai dan 
kacang-kacangan selain 

kecap dan tempe tahu 

31 29 114.339 

15 Pati ubi kayu - - - 

16 Tempe dan atau tahu kedelai 47 30 990.689 

17 Makanan dari coklat dan 
kembang gula 

3 1 12.000 

18 Pengolahan kopi dan teh 3 2 22.600 

B. Industri Minuman 

1 Sirup 6 6 22.650 

2 Industri air minum dan air 
mineral 

157 151 6.708.229 

3 Produksi es 85 64 1.224.465 

4 Industri minuman lainnya 35 20 468.018 

C. Industri Kimia 
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Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi & UMKM Kota Bontang 

2.2.1.9.  Perkembangan Usaha Kecil di Kota Bontang 
Perkembangan usaha industri kecil dan penyerapan tenaga 

kerja serta penggunaan modal pada tahun 2011-2018 
mengalami perkembangan yang signifikan jika dibandingkan  
dengan perkembangan  pada periode tahun sebelumya. 

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.20. 
Tabel 2.18.  Perkembangan Usaha Industri Kecil, Penyerapan 

Tenaga Kerja dan  Modal Tahun 2011-2018 
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja Modal 

2011 8 9 30.770.000 

2012 41 35 27.361.000 

2013 42 47 881.774.000 

2014 709 660 9.098.556.075 

2015 1008 1384 16.509.590.575 

2016 937 856 10.756.946.000 

2017 775 877 19.102.787.000 

2018 910 1.074 25.592 515.000 
 Sumber: Disperindagkop Kota Bontang, 2019 

Gambar 2.9 Jumlah Unit usaha UMKM dan Tenaga Kerja di 

Bontang Tahun 2011-2018 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

1 Industri barang dari semen (pot 

bunga) 
- - - 

2 Industri barang dari semen dan 
kapur untuk konstruksi (batako) 

35 66 3.280.395 

3 Industri barang dari gips untuk 

konstruksi 
5 11 144.480 

4 Industri pupuk lainnya 2 17 270.747 

D. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

1 Industri barang bangunan dari 
kayu atau industri furniture dari 

kayu 

10 13 464.500 

2 Industri furniture dari rotan dan 
atau bambu 

10 13 155.125 

3 Industri barang anyaman dari 

rotan 
- - - 

E. Lainnya 

1 Percetakan 43 68 4.617.630 

 Jumlah 910 1.074 25.592.515 

0
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2.2.1.10. Kemampuan Keuangan Daerah 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang dilaksanakan 

dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang 

setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD 

merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan 

disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan 

kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD 

Kota Bontang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang 

didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan 

Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya 

terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 
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Tabel 2.19 Realisasi APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2011 - 2015 

Sumber : DPPKA Kota Bontang 2016 

 NO   URAIAN   2011   2012   2013   2014   2015  

 PENDAPATAN DAERAH  1.247.338.561.630,54 1.484.501.942.787,61 1.409.772.375.146,63 1.455.043.424.236,08 1.352.095.367.932,46 

 Pendapatan Asli Daerah  88.169.806.581,23 96.732.453.663,73 125.663.166.385,87  160.367.872.157,65 142.424.180.607,86 

1   Hasil Pajak Daerah  27.908.404.760,41 36.145.578.819,82 51.768.747.070,00  85.510.814.538,48 56.524.423.482,00 

2   Hasil Retribusi Daerah  3.663.367.153,00 4.512.252.870,63 5.729.690.011,51  4.834.719.564,38 6.699.402.396,64 

3 

  

Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang 

Dipisahkan/Bagian Laba Usaha  9.816.808.264,20 7.061.099.486,67 7.243.464.076,74  6.300.524.567,09 5.154.371.245,26 

4   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  46.781.226.403,62 49.013.522.486,61 60.921.265.227,62  63.721.813.487,70 74.045.983.483,96 

 Dana Perimbangan  976.947.605.197,00 1.136.383.763.043,00 1.004.128.296.521,00 1.028.580.014.543,00 1.004.702.597.328,00 

1   Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  878.192.760.197,00 1.001.840.039.043,00 864.018.968.521,00  875.394.238.543,00 797.314.031.328,00 

2   Dana Alokasi Umum/Subsidi Daerah Otonom  93.934.545.000,00 134.543.724.000,00 140.109.328.000,00  153.185.776.000,00 104.682.726.000,00 

3 

  

Dana Alokasi Khusus/Dana Pembangunan   

Daerah  4.820.300.000,00 - -  - 102.705.840.000,00 

 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  182.221.149.852,31 251.385.726.080,88 279.985.912.239,76  266.095.537.535,43 204.968.589.996,60 

1   Pendapatan Hibah  1.873.824.500,00 - -  - - 

2   Dana Darurat  - - -  - - 

3 

  

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya  122.571.499.000,00 138.015.740.000,00 166.434.296.600,00  146.236.046.600,00 145.108.405.050,00 

4   Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  33.245.879.820,00 21.445.333.000,00 24.694.230.000,00  37.364.636.000,00 28.887.693.000,00 

5 

  

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 

Lainnya  23.790.100.000,00 91.004.316.200,00 86.532.600.000,00  78.989.105.250,00 28.905.300.000,00 

6   Penerimaan Lain-Lain  739.846.532,31 920.336.880,88 2.324.785.639,76  3.505.749.685,43 2.067.191.946,60 

 BELANJA DAERAH  974.961.948.483,00 1.262.164.566.361,28 1.488.260.558.664,36 1.388.006.250.627,31 1.664.595.109.458,00 

 Belanja Tidak Langsung  375.000.708.289,00 404.599.292.643,04 388.711.335.178,39  354.668.799.928,31 436.074.019.636,00 

 Belanja Langsung  599.961.240.194,00 857.565.273.718,24 1.099.549.223.485,97 1.033.337.450.699,00 1.228.521.089.822,00 

 Surplus/(Defisit)  272.376.613.147,54 222.337.376.426,33 -78.488.183.517,73  67.037.173.608,77 (312.499.741.525,54) 

 Penerimaan Pembiayaan Daerah  18.655.799.144,65 243.241.846.792,19 457.579.223.218,52  329.096.039.700,76 345.448.213.309,53 

1  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah 

Tahun Sebelumnya  18.655.799.144,65 243.241.846.792,19 457.579.223.218,52  329.096.039.700,76 345.448.213.309,53 

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah  47.790.565.500,00 8.000.000.000,00 50.000.000.000,00  50.685.000.000,00 6.926.295.000,00 

1  

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 

Daerah  - 8.000.000.000,00 50.000.000.000,00  50.685.000.000,00 6.926.295.000,00 

2  Pembayaran Pokok Utang  47.790.565.500,00 - -  - - 

 Pembiayaan Netto  (29.134.766.355,35) 235.241.846.792,19 407.579.223.218,52  278.411.039.700,76 338.521.918.309,53 
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Tabel 2.20 Realisasi APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 - 2019 
 NO   URAIAN   2016   2017   2018   2019  

 PENDAPATAN DAERAH  1.203.633.625.194,19 1.060.400.315.664,76 1.254.426.657.885,75 1.471.433.660.345,66 

 Pendapatan Asli Daerah  170.123.811.101,19 169.077.548.653,40 199.483.395.952,57  218.743.530.945,38 

1   Hasil Pajak Daerah  71.411.907.746,00 82.122.896.197,00 119.410.487.414,00  116.864.297.801,00 

2   Hasil Retribusi Daerah  6.528.480.653,70 4.596.396.523,5 3.980.779.127,75  6.331.946.328,25 

3 
  

Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang 
Dipisahkan/Bagian Laba Usaha  4.547.569.478,33 6.014.543.695,44 4.779.545.627,92  4.504.282.490,23 

4   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  87.635.853.223.16 76.343.712.237,45 71.312.583.782,90  91.043.004.325,90 

 Dana Perimbangan  910.458.458.699,00 717.385.768.954,00 856.430.574.154,00 996.123.411.211,00 

1   Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  557.539.086.800,00 411.561.773.702,00 564.531.184.160,00  698.202.723.351,00 

2   Dana Alokasi Umum/Subsidi Daerah Otonom  202.805.729.000,00 203.310.751.000,00 215.830.009.000,00  233.360.408.000,00 

3 

  

Dana Alokasi Khusus/Dana Pembangunan   

Daerah  50.113.642.799,00 76.069.380.994,00 102.513.244.252,00  64.560.279.860,00 

 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  25.416.583.394,00 73.936.998.057,36 198.512.687.779,00  256.566.718.189,28 

1   Pendapatan Hibah  25.305.995.000,00 15.481.604,00 19.623.459.394,18   

2   Dana Darurat  - 0,00 0,00   

3 
  

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya  - 128.188.899.000,00 153.340.115.000,00  186.353.421.578,00 

4   Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  - 7.500.000.000,00 24.750.000.000,00  31.973.282.000,00 

5 

  

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 

Lainnya  - 33.990.463.000,00   30.750.000.000,00 

6   Penerimaan Lain-Lain  110.568.394,00 4.242.154.453,36 799.113.385,00  3.010.014.611,28 

 BELANJA DAERAH  1.155.009.964.123,00 945.168.192.323,00 1.186.216.563.514,00 1.553.770.272.149,61 

 Belanja Tidak Langsung  886.073.222.723,00 305.175.409.853,00 403.557.528.203,00  471.131.196.673 

 Belanja Langsung  247.728.703.313,00 639.992.782.470,00 782.659.035.311,00 1.082.639.075.477 

 Surplus/(Defisit)  48.623.661.071,19 115.232.123.341,76    

 Penerimaan Pembiayaan Daerah  26.021.732.190,99 74.119.256.461,18 189.351.379.802,94  257.740.596573,69 

1  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 

Sebelumnya  26.021.732.190,99 189.351.379.802,94 189.351.379.802,94  257.740.596.573,69 

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah       

1  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah       

2  Pembayaran Pokok Utang       
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2.2.1.10.  Keadaan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Keberadaan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas 

manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, 

yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), 

fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, 

dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai 

merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan 

daerah. 

2.2.1.10.1. Perhubungan 

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Bontang 

memiliki wilayah dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang 

sangat terbatas. Oleh karenanya, pengembangan industri dan 

jasa merupakan sektor yang potensial untuk jangka panjang. 

Untuk mendukung upaya tersebut maka transportasi perlu 

dikembangkan untuk memudahkan arus barang dan 

penumpang masuk dan keluar Kota Bontang. 

Pada tahun 2016 panjang jalan mencapai 206,399 km, 

panjang jalan kewenangannya ada pada negara sepanjang 9,073 

km dan panjang jalan kota 197,326 km. Jumlah kendaraan 

yang terdaftar di kota Bontang roda 4 (empat) sebanyak 3.335 

buah dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 769 buah. 

Penambahan roda 4 baru sebanyak 770 buah, roda 2 (dua) 223 

buah. 

Tabel  2.20 Total Panjang Jalan, Jalan Negara, Jalan 

Provinsi dan  Kabupaten/Kota  di Kota Bontang 
2012-2018 (Km) 

No. Jenis Data 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Total Panjang Jalan 203,492 203,492 204,193 206,399 206,399 206,399  

2. Panjang Jalan Negara 9,036 9,036 9,036 9,073 9,073 9.073 9.073 
3. Panjang Jalan Provinsi - - - - - - - 

4. Panjang Jalan 

Kabupaten/ Kota 

 

194,456 

 

194,456 

 

195,157 
 

197,326 

 
197,326 

 

197.326 

 

197.326 

5. Panjang Jalan Usaha 

Tani 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
6. Pertumbuhan Panjang 

Jalan(%) 

 

0 

 

0 

 

0.701 

 

0,655 

 

0 

 

0 

 

0 

Sumber data : BPS Kota Bontang, 2019 

https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
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Tabel 2.21  Panjang Jalan Kota berdasarkan jenis 

Permukaan di Kota Bontang   2010–2018 (Km) 

Tahun 
 Jalan Kab/Kota  

Aspal Kerikil Tanah Lainnya Jumlah 
2010 73.288 1.486 21.827 97.855 194.456 

2011 71.444 1.485 21.300 100.227 194.456 

2012 70.582 1.485 21.300 101.089 194.456 

2013 71.444 1.485 21.300 100.227 194.456 
2014 93.445 1.485 20.694 79.533 195.157 

2015 na na na na na 

2016 70.829 - - 136 110,00 206 399 
2017 71.121,50 - - 135.227,50 206 399 

2018 71.124,00 - - 135.275,00 206,399 

Sumber data : BPS Kota Bontang, 2019 

2.2.1.10.2. Air Bersih 

Penyediaan air yang bersih dan layak digunakan untuk 

keperluan sehari-hari dapat dipenuhi dengan tersedianya 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan 

PDAM Kota Bontang pada tahun 2016 mencapai 23.411 

pelanggan, mengalami peningkatan sebesar 8,36% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada 

tahun 2017 meningkat sebanyak 24.740 pelanggan. Seiring 

dengan peningkatan jumlah pelanggan, banyaknya air minum 

yang disalurkan pada PDAM Kota Bontang juga mengalami 

peningkatan sebesar 15,19% pada  tahun 2016. 

Tabel 2.22 Sarana Air Bersih di Kota Bontang 2006-2018 
Tahun 

 

 

Air Baku 

Utama 

(m3) 

Jumlah 

Pelanggan 

 

Kapasitas 

 Produksi 

(Liter/detik) 

Jumlah Air 

Disalurkan 

 (M3) 

Tingkat 

bocor 

 (%) 

Layanan 

Rumah Tangga 

 (%) 

2006 4,459,867.00 9,053 143.39 4,163,250.00 6.65 45.79 

2007 4,833,235.00 9,795 215.48 4,468,222.00 7.55 47.63 

2008 5,066,672.00 10,784 196.81 4,693,910.00 7.36 50.72 

2009 5,227,348.00 11,567 243.05 4,854,458.00 7.13 52.72 

2010 5,396,500.00 12,087 233.51 4,963,173.00 8.03 52.57 

2011 5,789,495.00 12,622 251.06 5,254,410.00 9.24 53.09 

2012 5,690,016.00 15,170 180.81 5,803,454.00 -4.13 60.82 

2013 4,989,534.46 17,055 182.09 5,433,147.00 -9.24 54.60 

2014 4,156,744.00 18,245 221.32 3,929,920.00 5.18 64.01 

2015 8,304,795,00 21 604 - 7,313,699,00 11,94 63,31 

2016 10,218,626,00 23.411 - 8,425,010,00 17,05 68,60 

2017 - 24.740 - 8 399 420,00 17,00 72,50 

2018 10 167 932,62 26 535 - 8 400 240,00 17,38 77,t6 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2019 

https://bontangkota.bps.go.id/
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2.2.1.10.3. Jaringan Gas Kota 

Penyediaan jaringan gas kota untuk konsumsi rumah 

tangga di layani oleh badan usaha PT. Gas dan Energi Bontang 

yang disalurkan ke rumah tangga baik rumah tangga kecil, 

menengah dan besar (RT-1 dan RT-2). Perkembangan 

pemasokan gas kota dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada 

Tabel 2.23. 

Tabel 2.23  Penyaluran Gas Rumah Tangga di Kota Bontang 
Tahun 2014-2018 

No. Kecamatan 
 TAHUN 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Bontang Utara 3.610 3.603 3.611 3 556 3.762 

2 Bontang Selatan - - - - 913 

3 Bontang  Barat - 1.399 1.441 1 403 1.867 

 Jumlah 3.610 5.002 5.052 4 959 6 542 

Sumber: BPS Kota Bontang, Tahun 2019 

 

2.2.1.10.4. Potensi Unggulan Daerah 

Kehadiran PT. Badak NGL sebagai industri pengilangan gas 

alam cair dan PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk. sebagai 

industri pupuk serta PT. Black Bear dan PT. Kaltim Nitrat 

Indonesia sebagai industri pembuat bahan amonium nitrat yang 

bertaraf internasional, menjadi potensi unggulan Kota Bontang 

karena mampu memberikan income besar serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi baik di Kota Bontang, Kalimantan Timur 

dan Nasional. Potensi lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi 

potensi unggulan serta dapat dikembangkan menjadi penggerak 

ekonomi Kota Bontang diantaranya dapat dijelaskan 

sebagaiberikut: 

 Jasa Kelautan 

Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa 

kelautan yang dapat dikembangkan berupa jasa transportasi 

laut. Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan 

perdagangan lokal, regional dan internasional. Dengan 

kedalaman alur yang berkisar antara 17-20 meter, perairan 
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Kota Bontang dapat dilalui kapal-kapal besar dengan kapasitas 

20.000 - 40.000DWT serta dapat melakukan bongkar muat. 

Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk 

mendukung aktivitas industri dan masyarakat umum, antara 

lain pelabuhan khusus yang berjumlah 3 unit (PT. Pupuk 

Kaltim, PT. Badak NGL, dan PT. Indominco Mandiri), pelabuhan 

Umum di Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah 

dan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjung Limau. 

 Perikanan 

Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 

ha atau 70,30% dari luas Kota Bontang, maka perikanan dan 

kelautan sangat potensial dikembangkan. Pemanfaatan sumber 

daya ikan dapat dilakukan melalui kegiatan penangkapan dan 

budidaya. Potensi perikanan yang menjadi unggulan saat ini 

adalah kepiting, ikan kerapu, kakap, lobster, teripang dan 

rumput laut. Jenis-jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi di 

pasar domestik dan pasar internasional. 

Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi 

kebutuhan lokal sedangkan kebutuhan pasar regional dan 

internasional hanya dapat dipenuhi dalam jumlah kecil. Dengan 

demikian pengembangan kegiatan perikanan mempunyai 

peluang yang sangat besar mengingat kebutuhan konsumsi ikan 

baik dalam negeri maupun luar negeri terus mengalami 

peningkatan. Begitupun dengan rumput laut yang sangat 

menjanjikan karena mempunyai kualitas yang termasuk 

terbaik. 

 Pariwisata 

Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi 

wisata yang layak untuk dikembangkan seperti: pemukiman di 

atas air, wisata kuliner, hutan mangrove dan terumbu karang. 

Terdapat pula pesta laut sebagai event tahunan untuk 

masyarakat pesisir yang diisi dengan acara adat disertai 
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hiburan rakyat. Juga acara pesta adat Erau Pelas Benua yang 

dilaksanakan di Kelurahan Guntung sebagai ritual tolak bala 

bagi warga sekitar, yang dirangkai dengan olah raga tradisional 

berupa permainan sumpit dangassing. 

Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 ha. 

Kawasan tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi 

ekowisata karena beberapa faktor pendukung antara lain: 

mudah dijangkau, memiliki struktur tegakan yang sempurna, 

serta spesies penyusun tegakannya beraneka ragam. Hutan 

mangrove Kota Bontang tersebar di sepanjang pesisir pantai 

yang membentang mulai dari Guntung, Gunung Elai, Bontang 

Kuala, Rawa Indah, Teluk Kadere dan Manuk-manukan. 

Ketebalannya dari garis pantai ke arah darat bervariasi antara 

50-710 M. Terumbu karang potensial untuk wisata snorkeling 

dan diving. Lokasinya berada di Karang Kiampau, Karang 

Segajah, Agar-agar, Melahing, Kedindingan, Beras Basah dan 

Tihik-tihik. Terumbu karang dapat dijumpai sampai kedalaman 

15 M dan dihuni oleh ikan-ikan hias maupun komersil. 

 

2.2.2.  Dampak terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Aspek 

Beban Keuangan Negara 
 

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang 

akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan 

masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan 

negara. Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang membawa 

implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah 

daerah dalam menata persoalan Pembangunan Industri Kota 

Bontang; 

2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat 

pelaku usaha di Daerah Kota Bontang; 
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3. Menata dan mengorganisasi tata cara perijinan dalam 

perencanaan Pembangunan Industri Kota Bontang sehingga 

menjadi lebih teratur dan terpadu; 

4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam 

penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Pembangunan 

Industri Kota Bontang. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN PENYUSUNAN 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA 
BONTANG TAHUN 2020 - 2040 

 
 

 
3.1. Evaluasi 

 
3.1.1.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 

 

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040 tidak dapat dilepaskan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi dan 

terlebh lagi Kabupaten/Kota. Tentunya kesesuai itu dilakukan 

agar tidak terjadi bentukan kewenangan pada saat pelaksanaan 

karena terjadinya tumpang tindih dalam ruang yang sama. Bisa 

terjadi karena perencanaan yang tidak singkron dengan 

dilandasi pada pembagian kewenangan yang tepat. 

Untuk memastikan rencana pembangunan jangka panjang 

daerah Kota Bontang sudah memuat perencanaan terkait 

industri atau tidak, maka perlu dipastikan agar dalam 

menyusun rencana pembangunan industri Kota Bontang Tahun 

2020 – 2040, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a.  Industri merupakan salah satu ciri kekhasan Kota Bontang 

yang selama kehidupan masyarakat sangat ditopang dari 

penghasilan sebagai pekerja pada perusahaan-perusahaan 

yang ada di wilayah Kota Bontang. 

b.  Salah satu perencanaan yang ada adalah industri yang 

dapat menghasilkan produk secara komparatif dan 

kompetitif. 
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3.1.2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Bontang Tahun 2019 – 2039 

 
Sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Bontang 

telah membuat Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2032. Namun 

sekarang Perda tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku, karena telah dibuat Perda Kota Bontang Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 

Tahun 2019 – 2039. Tentunya Perda Kota Bontang Nomor 13 

Tahun 2019 ini hasil peninjauan kembali atas Perda Nomor 11 

Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang memberikan kesempatan lagi bagi 

Pemerintahan Daerah, yaitu Kota Bontang untuk melakukan 

peninjauan kembali setelah 5 (lima) Tahun atau 5 (lima) sekali. 

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (5), 

berbunyi: 

Rencana tata ruang wilayah kabupatensebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditinjaukembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

Bahkan peninjauan kembali itu dalam keadaan tertentu 

dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (6), yaitu: 

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yangberkaitan 
dengan bencana alam skala besar yangditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangandan/atau perubahan batas 
teritorial negara, wilayahprovinsi, dan/atau wilayah kabupaten 

yangditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tataruang 
wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun. 

 
Peninjauan untuk 5 (lima) tahun sekali itu diharapkan 

dilakukan singkronisasi dengan RPJPD lima tahunan. Apabila 

RPJMD bersinggungan dengan RTRW, maka sebaiknya ada 
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penyesuaian dengan RTRW tersebut. Hal ini karena UU sudah 

memberikan ruang untuk peninjauan kembali. 

Terkait dengan Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 

– 2039, perlu ada beberapa hal yang penting terkait dengan 

penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040.  Bahwa dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 

ini telah memuat kebijakan pemerintah daerah dalam 

pembangunan dengan memperhatikan tata ruang wilayah. 

Salah satu kebijakannya adalah mengenai industri, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 huruf d, yaitu:  

peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri, dan 

kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya; 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, maka ada ruang hukum 

bagi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040. Perencanaan pembangunan industri Kota 

Bontang 20 (dua puluh) tahun kedepan itu pembangunan 

industri sesuai kewenangan kabupaten/kota adalah industri 

kecil dan menengah. Industri kecil ini bisa saja industri 

rumahan (home industry) yang dilakukan oleh warga 

masyarakat. Home industry ini tidak dapat dikategorikan berada 

dalam satu kawasan atau suatu tempat tertentu, melainkan 

mengalami persebaran dalam kawasan permukiman yang bisa 

saja di seluruh wilayah Kota Bontang. Namun demikian 

keberadaanya tetaplah perlu untuk di data letak dan tempatnya 

berada. 

Dalam hal menyiapkan terhadap kawasan peruntukan budi 

daya, maka diperlukan strategi yng ditegaskan dalam Pasal 11 

Perda Nomor 13 Tahun 2019, berbunyi: 

Strategi peningkatan keterpaduan antar kegiatan maritim, 
industri, dan kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi 

Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:  
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a.  mengembangkan kegiatan budi daya berbasis kelautan yang 

memiliki keterkaitan dengan sumber daya wilayah darat dan 
wilayah sekitar Daerah;  

b.  mengembangkan kegiatan industri beserta sarana dan 
prasarana pendukung secara terpadu untuk mendorong 
perekonomian Daerah dan Wilayah sekitarnya; dan  

c.  mengakomodasi kebutuhan kegiatan sektoral dan berbagai 
pemangku kepentingan di Daerah secara sinergi dan 

berkelanjutan. 
 

Ruang yang diberikan oleh Perda Kota Bontang Nomor 13 

tahun 2019 ini terkait dengan strategi dalam upaya peningkatan 

keterpaduan dalam kawasan budi daya, mengingat industri 

termasuk salah satu program strategis. Kebijakan 

pengembangan fungsi kawasan budi daya  ini ditegaskan dalam 

Pasal 12, Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019, berbunyi: 

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan 

strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang 

dapat memajukan perekonomian kota yang produktif dan 

kompetitif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, 

meliputi:  

a.  menetapkan Kawasan pengembangan kota berbasis industri; 
dan  

b.  meningkatkan fungsi Kawasan sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi baru. 
 

Terkait dengan kawasan budi daya ini, perindustrian yang 

disusun dalam Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040. Pembangunan Perindustrian selain sebaran 

dalam bentuk home industry, maka untuk klasifikasi industri 

menengah dalam Kota Bontang terpusat dalam beberapa atau 

satu kawasan industri. Perda Nomor 13 tahun 2019 

menyediakan dalam kawasan budidaya dengan menyediakan 

kawasan industri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 

huruf e, yaitu: Kawasan Peruntukan Industri. 
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Ruang lingkup Kawasan peruntukan industri, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 50, berbunyi: 

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 huruf e meliputi:  
a.  Kawasan industri seluas 190,47 (seratus sembilan puluh 

koma empat tujuh) hektar yang terletak di Kelurahan 
Guntung;  

b.  Kawasan Peruntukan Industri seluas 2.520,15 (dua ribu 
lima ratus dua puluh koma satu lima) hektar yang terletak 

di Kelurahan Guntung, Kelurahan Lok Tuan dan/atau 
sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang 

Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan  

c.  Kawasan Peruntukan Industri Area Reklamasi seluas 138,60 
(seratus tiga puluh delapan koma enam nol) hektar yang 

terletak di Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang 
Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Adanya ruang wilayah yang telah direncanakan 

peruntukannya adalah untuk industri dalam RTRW, maka 

dapat dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan 

Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040. Dalam RTRW Kota 

Bontang sebagaimana dituangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 

2019, telah ada ruang berupa kawasan peruntukan industri. 

Apabila dihubungkan dengan keunggulannya terkait dengan 

kemaritiman, maka juga ada kawasan perikanan. (Peta RTRW 

Kota Bontang 2019, peruntukan industri terlampir dalam 

Nasmik ini). 

3.1.3.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 

Peraturan Zonasi Tahun 2016 – 2036 
 
Selanjutnya dalam RTRW diberikan ruang untuk peraturan 

zonasi di dalam kawasan budidaya, dalam hal ini kawasan 

budidaya untuk industri. Dalam Pasal 36 Perda Kota Bontang 

Nomor 1 Tahun 2016 ini telah diatur mengenai rencana zona 

indutri, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1), yaitu: 



95 
 

Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (3) huruf e meliputi: 
a.  subzona industri kimia dasar (I-1); dan 

b.  subzona aneka industri (I-2). 
 
1)  RDTR BWP Bontang Selatan 

Lebih lanjut secara rinci apa yang disebutkan mengenai 

letak subzone industri kimia dan aneka industri, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2), berbunyi: 

Rencana subzona industri kimia dasar (I-1) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di: 

a.  SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 
564,80 (lima ratus enam puluh empat koma delapan puluh) 
hektar berada di: 

1. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 365,77 (tiga ratus 
enam puluh lima koma tujuh puluh tujuh) hektar; dan 

2. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 199,03 (seratus 
sembilan puluh sembilan koma nol tiga) hektar. 

b.  SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang 
lebih 191,17 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh belas) 
hektar berada di: 

1. Blok F- 1 dengan luas kurang lebih 30,94 (tiga puluh 
koma sembilan puluh empat) hektar; 

2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 160,05 (seratus enam 
puluh koma nol lima) hektar; dan 

3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma delapan 
belas) hektar. 

 

Bila di atas merincikan subzone aneka industri disebutkan 

dalam Pasal 36 ayat (3), berbunyi: 

Subzona aneka industri (l-21 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b berada di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) 
dengan luas kurang lebih 484,70 (empat ratus delapan puluh 

empat koma tujuh puluh) hektar berada di Blok F-3. 
  
2)  RDTR BWP Bontang Utara 

Kemudian RDTR BWP di Bontang Utara juga ditentukan 

zona industri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111, 

berbunyi: 

Rencana zorla industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
95 ayat (3) huruf e yaitu berupa subzona industri kimia dasar (I-

1) berada di: 
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a.  SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 

30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektar berada di: 
1. Blok N-6 dengan luas kurang lebih 28,23 (dua puluh 

delapan koma dua puluh tiga) hektar; dan 
2.  Blok N-7 dengan luas kurang lebih 1,80 (satu koma 

delapan puluh) hektar. 

b.  SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 
437,77 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh 

tujuh) hektar berada di: 
1.  Blok O-1 dengan luas kurang lebih 433,69 (empat ratus 

tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan) hektar; 
2.  Blok O-2 dengan luas kurang lebih 3,80 (tiga koma 

delapan puluh) hektar; dan 

3. Blok O-3 dengan luas kurang lebih O,28 (nol koma dua 
puluh delapan) hektar. 

 
3.1.4.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah 
 

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040 tidak lepas dari kelembagaan. Sebab tanpa 

adanya lembaga, maka tidak ada yang diberikan tanggungjawab 

dan tugas untuk menyusun Rencana tersebut. Termasuk 

bagaimana mekanisme yang dibangun agar rencana tersebut 

dapat berjalan. Khusus untuk menyusun Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang ini berada pada Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, kecil, menengah dan perdagangan. 

Namun demikian setelah rencana itu telah disahkan dan 

dilaksanakan, maka lembaga lain memiliki peranan masing-

masing, seperti pemberian izin prinsip, izin lokasi, dan IMB 

bukan lagi berada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil, 

menengah dan perdagangan, tapi sudah berada pada lembaga 

lain yaitu BPSP.  

Sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, keberadaan Dinas di Kabupaten/Kota memiliki tugas 
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dan fungsi secara umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

35 ayat (4), berbunyi: 

Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a.  perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b.  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  
d.  pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  
e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali 

kota terkait dengan tugas dan fungsinya.  

 
Penilaian melalui penentuan tipologi sebagai penentu 

untuk besar kecilnya struktur organisasi perangkat daerah. 

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan 

dari Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan perubahan Perda 

tersebut untuk tipologi Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah 

dan perdagangan, ternyata antara Perda Nomor 2 Tahun 2016 

dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan Perda 

Nomor 2 Tahun 2016, menyebutkan dalam Pasal 2 huruf d, 

angka 14, menyebutkan: 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, 

bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dan bidang 
perdagangan. 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), PP Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan: 

Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) 

sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.  
 
Mengingat tipe Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan bertipe B, maka Bidang terdiri atas 3 bidang yang 

dipimpin Kepala Bidang (Kabid) terdiri atas;  

(1)  Bidang Perindustrian,  

(2)  Bidang Koperasi dan usaha kecil menengah, dan  
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(3)  Bidang Perdagangan. 

3.1.5.  Peraturan Daerah Kota Bontang  Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang 

 
Hal yang penting dalam perencanaan industri adalah alat 

bantu lain berupa administrasi dalam menjamin legalitas 

kehadiran industri adalah izin dalam pemanfaat ruang. Daerah 

Kota Bontang telah menetapkan Perda yang mengatur perizinan 

pemanfaatan ruang yaitu Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang. Bila dihubungkan 

dengan industri, maka tentu saja memerlukan tempat atau 

lokasi, memerlukan bangunan. Oleh karena itu izin 

pemanfaatan ruang ini dibagi menjadi 3 (tiga) izin pemanfaatan 

ruang yang wajib dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (2) Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2017, berbunyi: 

Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 
a.  izin prinsip; 

b.  izin Lokasi; dan 
c.  IMB 

 

Izin prinsip dihadirkan sebagai syarat dalam pemenuhan 

perizinan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsin 

diizinkan beroperasi. Sehingga izin prinsip ini dijadikan sebagai 

dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Izin prinsip ini 

diberikan dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 4 ayat (1), berbunyi: 

Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
diberikan untuk kegiatan/usaha yang strategis dan berdampak 

luas terhadap kehidupan masyarakat dan/atau dengan luas 
lebih dari 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) 

 

Persyaratan yang disebutkan di atas tidaklah cukup, harus 

ada proses administrasi berupa rekomendasi, bahwa Izin prinsip 

oleh wali Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari 

BKPRD. Penerbitan izin prinsip inisetelah mendapat 
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rekomendasi dari BKPRD, maka izin prinsip dikeluarkan paling 

lambat 3 (tiga) hari. Pertimbangan pemberian izin pemanfaatan 

ruang, juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1), berbunyi: 

Pertimbangan adminitrasi dan teknis pemberian izin Prinsip 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berdasarkan 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 

Masa berlakunya izin prinsip ini adalah hanya diberikan 

hanya untuk 1 tahun. Izin prinsip hanya diberikan untuk 1 

(satu) lokasi. Termasuk adanya kesempatan untuk melakukan 

perubahan dan dapat diajukan perpanjangan. Pemegang izin 

prinsi wajib menyampaikan laporan kegiatan berupa kemajuan 

egiatan itu setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Perangat 

Daerah yang membidangi perizinan. 

Izin lokasi diberikan sebagai dasar untuk memperoleh 

tanah yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin 

lokasi diberikan sebagai eprsetujuan pengasaan lahan sesuai 

RTRW. Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki 

dalam hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, berbunyi: 

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak 
diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal: 
a.  tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah 

dikuasai oleh orang lain dalam rangka melanjutkan 
pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana pemanfaatan 

ruang oleh orang lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh 
persetujuan dari instansi yang berwenang; 

b.  tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha 
industri dalam suatu kawasan industri. 

c.  tanah yang berasal dari otoritas atau badan rencana 
pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata 
ruang kawasan pengembangan tersebut; 

d.  tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan 
usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah 

diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang 
berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan 

lokasi usaha yang bersangkutan. 
e.  tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana 

pemanfaatan ruang tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima 

hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 2.500 m2 

(dua ribu lima ratus meter persegi) untuk usaha bukan 
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pertanian; 

f.  tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan 
rencana pemanfaatan ruang merupakan tanah yang sudah 

dipunyai oleh orang yang bersangkutan melalui peralihan 
hak dari orang lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut 
terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah 

yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai 
dengan rencana pemanfaatan ruang yang bersangkutan; 

g.  tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum yang 
bersumber pembiayaan berasal dari pemerintah baik 

sebagian atau seluruhnya dan sudah memiliki surat 
penetapan lokasi; 

h.  Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang berbentuk 

perusahaan umum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 
i.  Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi maupun Pemerintah Daerah; dan 

j.  Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar 
sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go 
public”. 

 
Pada ketentuan Pasal 10 huruf b, jelas bahwa izin tidak 

diperlukan memang benar-benar untuk usaha industri daam 

kawasan industri. Tentunya penentuan sebagai kawasan 

industri telah ditetapkan dalam RTRW. 

Selanjutnya, Pertimbangan teknis dalam pemberian izin 

lokasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12, yaitu: 

a.  pemberian Izin Lokasi mengacu pada Izin Prinsip; dan 

b. pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi 
pertanahan memuat aspek penguasaan tanah dan teknis 
penatagunaan tanah meliputi keadaan hak serta 

penguasaan tanah, penilaian fisik wilayah, penggunaan 
tanah, serta kemampuan tanah. 

 
Izin selanjutnya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

diberikan kepada orang untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, melestarikan/memugar, 

merehabilitasi/merenovasi dan/atau merawat bangunan sesuai 

dengan persyaratan administrasi dan teknis yag berlaku. 
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3.2. Analisis 

 
3.2.1.  Analisis Dasar Negara dan Konstitusi Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait 
Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 2020 
– 2040 

 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang 

ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum. 

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan 

konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Tugas tanggungjawab negara dalam mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera. Sejahtera ini baik lahir maupun 

batin. Terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan 

papan), terpenuhinya rasa aman, damai, dan tertib, juga 

merupakan variabel penting dalam mewujudkan kesejahteraan. 

Tentunya ini merupakan tugas yang sangat mulia karena 

kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap 

manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata 

kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud 

akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 

Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menjadi rujukan 

utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab 

negara. Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara 

sederhana bahwa negara yang akan dibentuk pada saat itu 

tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok 

orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini 

muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang 
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kedaulatan tertinggi dari satu negara, sedangkan negara 

dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan 

kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau pembedaan 

berdasarkan agama, suku, pandangan politik, letak geografis, 

dan sebagainya. 

Dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

ituah, maka salah satu yang harus dipersiapkan atau 

direncanakan kedepan atau dalam jangka waktu 20 tahun 

kedepan. Perencanaan itu sebagai dasar dalam melaksanakan 

program-program pembangunan dengan mentaati perencanaan 

mulai dari RTRW, RDTR, RPIK Bontang.  

 

3.2.2. Analisis Substansi Rencana Pembangunan Industri 
Kota Bontang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian beserta 
turunannya. 

 
Hal terpenting dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian adalah bentuk kewenangan dan 

kewajiban yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota terkait 

dengan penyusunan rencana pembangunan industri, dan 

pelaksanaan pembangunan industri terkait bentuk dan klaster 

industri. Undang-undang ini memerintahkan secara substansi 

untuk kewajiban menyusun rencana Induk Pembangunan 

Industri pada skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota 

Menyusun Rencana Pembangunan Industri 20 Tahun. Untuk 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

menyebutkan: 

Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota. 

 
Lalu untuk dapat menyusun RPIK itu apa yang menjadi 

prameternya. Nah Parameternya adalah ketentuan Pasal 11 ayat 
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(2), berbunyi: 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun 
dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri 

nasional dan Kebijakan Industri Nasional. 
 

Apakah yangmenjadi muatan yang dituangkan dalam RPIK 

itu. Muatan materi RPIK, maka muatan materinya sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3), berbunyi: 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun 
dengan paling sedikit memperhatikan: 
a.  potensi sumber daya industri daerah; 

b.  Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota; dan 

c.  keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial 
ekonomi serta daya dukung lingkungan 

 
Artinya dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) ini, muatan 

dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040 minimal poin a, b, dan c wajib dihadirkan 

dalam muatan materinya. Disamping apa saja rencana strategis 

dan program yang direncanakan untuk kurun waktu 20 tahun 

kedepan dengan memperhatikan pada poin-poin dimaksud. 

Selanjutnya kehadiran Rencana Pembangunan Industri 

Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 itu agar memiliki kekuatan 

hukum (legal) yang kuat dan sejajar atau balances dengan 

RTRW, RDTR, RPJPD, dan RPJMD yang diikat dengan Peraturan 

Daerah, maka penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 juga diikat dengan Peraturan 

Daerah. Perda tentang Penyusunan Pembangunan Industri Kota 

Bontang Tahun 2020 – 2040 termasuk kategori perda 

diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian (Mandatory). Perintah tersebut jelas 

disebutkan dalam Pasal 11 ayat (4), berbunyi: 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi 

oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Kemudian mengenai perwilayah industri dalam menyusun 

Rencana Pembangunan Industri Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah diberikan kewenangan. Percepatan penyebaran dan 

pemerataan pembangunan Industri, muatan materinya 

memperhatikan perwilayahan industri, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi: 

(2)  Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan: 
a.  rencana tata ruang wilayah; 

b.  pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara 
nasional; 

c.  peningkatan daya saing industri berlandaskan 

keuanggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan 
d.  peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.  

(3)  Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan melalui: 

a.  pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri; 
b.  pengembangan kawasan peruntukan Industri; 
c.  pembangunan Kawasan Industri; dan 

d.  pengembangan sentra Industri kecil dan Industri 
menengah. 

Hanya selanjutnya perwilayahan Industri ini kemudian 
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Karena 

pengaturan seperti apa muatan pada setiap poin dan bagaimana 
mendapatkannya, hanya dengan PP saja yang menindaklanjuti 
dari UU. 

Lebih lanjut dari instrument hukum perindustrian 
sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian itu, sebagai berikut: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020 

 
Pelaksanaan dari Undang-Undag Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian adalah dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035. PP ini 

UU No 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian 

PP No 14 Tahun 2015 Tentang 
Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional Tahun 2015-2035 

Perda Kota Bontang tentang Rencana 

Pembangunan Industri Tahun 2020 - 

2040 

Permen Perindustrian No.110/M-

IND/PER/12/2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan 

Industri Provinsi dan Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 
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sebagai instrument hukum pada tingkat nasional. Oleh karena 

itu Rencananya sebagai induk bagi rencana pembangunan 

industri pada level nasional. Sedangkan untuk daerah provinsi 

dan kabupaten/kota tidak ada lagi kata “induk”, melainkan 

sudah langsung dengan tema RENCANA PEMBANGUNAN 

INDUSTRI KOTA BONTANG TAHUN 2020 – 2040. Hal ini 

dikuatkan dengan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

selengkapnya berbunyi: 

(1)  Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota.  

(2)  Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun 
dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.  
(3)  Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun 

dengan paling sedikit memperhatikan:  
a.  potensi sumber daya Industri daerah;  
b.  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan  
c.  keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial 

ekonomi serta daya dukung lingkungan.  
(4)  Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Demikian pula sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 Tentang Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, tepatnya 

dalam Pasal 4 huruf c, berbunyi: 

bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan 
industri kabupaten/kota. 

 
Bahkan dalam Pasal 6 dipertegas lagi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berbunyi: 

Rencana pembangunan industri kabupaten/kotasebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalandengan rencana 
pembangunan jangka menengah daerahkabupaten/kota. 
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Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 

2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 

Tahun 2015-2035 Nomor 14 tahun 2015 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 

sebagai acuan dan perencaan induk secara nasional. Sehingga 

daerah provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menjadikannya 

sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan 

Industri dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. 

Selanjutnya secara hirarki peraturan perundang-undangan 

setelah PP, maka diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres), 

tetapi dalam hal ini tidak ditemukan Peraturan Presiden yang 

mengatur bagaimana penyusunan rencana pembangunan 

industri di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai 

intrumen hukum yang bersifat spesifik dan teknis, diatur dalam 

Permen Perindustrian No.110/M-IND/PER/12/2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 

dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. 

Secara teknis peraturan Menteri ini menjadi pedoman 

daerah dalam menyusun rencana pembangunan industri 20 

tahun kedepan. Ada beberapa catatan yang penting dari Permen 

ini, yaitu: 

1.  Muatan Materi dalam Rencana Pembangunan Industri 

Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040 disusun dengan memperhatikan: 

a.  Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan 

Kebijakan Industri Nasional; 

b.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten/Kota (Kota Bontang) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten/Kota (Kota Bontang); 

c.  potensi sumber daya Industri daerah; 
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d.  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Kalimantan 

Timur) dan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota (Kota Bontang) 

e.  keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial 

ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan 

f.  proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan 

lahan untuk industri. 

Kabupaten/Kota (Kota Bontang) telah memiliki Peta 

Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri 

Kabupaten/Kota (Kota Bontang) baik dalam bentuk hasil 

kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri, maka Peta Panduan tersebut diitegrasikan ke dalam 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Kota 

Bontang). 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang dituangkan 

dalam rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota (Kota 

Bontang dan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh 

gubernur. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten/Kota (Kota Bontang) berlaku untuk 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota (Kota Bontang). 

2.  Sistematika dalam menyusun Rencana Pembangunan 

Industri Kota Bontang Tahun 2020 - 2040 

 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040 sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian No.110/M-IND/PER/12/2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota telah ditentukan sistematika yang 

dijadikan pedoman, terdiri atas: 
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Bab I Pendahuluan (latar belakang, dasar hukum, dan 

sistematika penulisan) 

Bab II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan 

Industri (Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, 

Sarana dan Prasana, Pemberdayaan Industri Kecil 

dan menengah 

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan 

dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah (Visi 

dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan 

Pembangunan Industri Kota Bontang, Sasaran 

Pembangunan Industri Kota Bontang meliputi 

pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri 

nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk 

industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai 

Investasi sektor industri) 

Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri 

Provinsi, Kabupaten/Kota (Kota Bontang) (Strategi 

Pembangunan Industri, Program Pembangunan 

Industri) 

Bab V  Penutup (Ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV 

dan harapan-harapan dalam mensukseskan 

implementasi rencana pembangunan industri Kota 

Bontag selama 20 tahun kedepan). 

3.2.3. Analisis Pemanfaatan Ruang  Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang beserta Turunannya. 

 

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040 ini, tetap berhubungan langsung dengan 

penataan ruang. Karena dalam penataan ruang adalah 

menetapkan peruntukan ruang yang dilihat dari berbagai 

peruntukan sesuai bidang, seperti kehutanan, pertanian, 

perumahan dan permukiman, usaha ekonomi atau bisnis, 
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industri, pertambangan, perairan, saran dan prasara 

perhubungan, dan lain-lain.  

Di Indonesia penataan ruang ini sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

1992 tentang Penataan Ruang. Seiring dengan perkembangan, 

maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu mampu 

mengakomodir berbagai berbagai kebutuhan daerah. Oleh 

karena itu daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota 

berkewajiban untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) 20 (dua) puluh tahun. Kewajiban untuk membentuk 

Perda tentang RTRW ini sebagaimana diperintahkan Pasal 26 

ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, berbunyi: 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkandengan 

peraturan daerah kabupaten. 
 

Sehingga keberadaan Perda ini adalah mandatory sebagai 

produk hukum daerah yang diperintahkan langsung oleh UU. 

Kota Bontang atas perintah tersebut telah membentuk Perda 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Bontang Tahun 2012 – 2032. Bahkan pada tahun 2016, 

Kota Bontang telah menyempurnakannya dengan merincikan 

RTRW tersebut dalam Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Tahun 2016 – 2036. 

Muatan dalam RTRW sebagaimana diperintahkan Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk 

Kabupaten/Kota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 

(1), berbunyi: 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: 
a.  tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 

kabupaten; 
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b.  rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi 

sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan 
kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah 

kabupaten; 
c.  rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi 

kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya 

kabupaten; 
d.  penetapan kawasan strategis kabupaten; 

e.  arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; 

dan 
f.  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, 

ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, 
serta arahan sanksi. 

 
Disini berhubungan dengan rencana pembangunan 

industri sangat berhubungan dengan perizinan pembangunan 

dan pertanahan. Pembangunan tentu saja menyangkut fisik 

dengan bentuk dan struktur bangunan dan olahan lahan. 

Sedangkan pertanahan, berkaitan dengan status legalitas 

tanah, letak geografis, kondisi fisik tanah, lingkungan yang 

sesuai peruntukan, fungsi dan manfaat. Hal ini ditegaskan 

bahwa RTRW menjadi sangat penting atas kedua hal itu, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3), yaitu: 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk 
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi 

pertanahan. 
 

Disini yang sering bersinggungan dengan administrasi 

pertanahan, karena hampir seluruhnya pembangunan 

dilakukan diatas tanah. Padahal yang lebih luas lagi adalah 

menyangkut ruang, terdiri ruang angkasa, daratan dan lautan. 
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3.2.4. Analisis Kewenangan Rencana Pembangunan 

Industri Kota Bontang Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

beserta turunannya.  
 

 Substansi 

Hal juga penting dalam bidang perindustrian bagi daerah di 

Kabupaten/Kota adalah soal kewenangan dan kelembagaan. 

Untuk dapat mengukur sejauhmana batas kewenangan dan 

kelembagaan yang bertugas dan bertanggungjawab untuk 

melaksanakannya (leading sector). Dasar hukum yang 

dipergunakan sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Bidang perindustrian dalam sistem otonomi daerah dan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memang 

disediakan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Urusan yang 

terkait dengan perindustrian ini termasuk dalam kategori 

sebagai urusan pemerintahan konkuren  dalam kelompok 

urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 12 ayat (3) huruf g, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Adanya urusan pemerintahan pilihan ini, maka 

perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota lebih 

rinci diatur pembagian kewenangannya dari Pemerintah, Daerah 

Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih rinci pembagian 

kewenangan bidang perindustriannya dimuat dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Tabel 3.1: Pembagian urusan Pemerinahan Bidang 

Perindustrian 

No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 Perencanaan  
Pembangunan 

Industri 

Penetapan rencana induk 
pembangunan industri 

nasional. 

Penetapan rencana  
pembangunan 

industri  

provinsi. 

Penetapan rencana 
pembangunan industri  

kabupaten/kota. 

2 Perizinan a. Penerbitan IUI Kecil, IUI 

Menengah dan IUI Besar 
untuk:  

a. Penerbitan IUI 

Besar 
b. Penerbitan IPUI 

a.Penerbitan IUI kecil 

dan IUI Menengah.  
b. Penerbitan IPUI bagi 
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1).industri yang 
berdampak besar 

pada lingkungan;  

2).industri minuman 

beralkohol; dan  
3) industri strategis.  

b. Penerbitan IPUI bagi:  

1)industri yang 
berdampak besar 

pada lingkungan; 

2) industri minuman 
beralkohol; dan  

3)  indutri strategis;  

c. Penerbitan IUKI dan IPKI 
yang lokasinya lintas 

provinsi.  

d. Penerbitan IUI/IUKI dan 

IPUI/IPKI yang 
merupakan penanaman 

modal asing dan 

penanam modal yang 
menggunakan modal 

asing, yang berasal dari 

pemerintah negara lain, 
yang didasarkan 

perjanjian yang dibuat 

oleh Pemerintah Pusat 
dan pemerintah negara 

lain. 

bagi industri 
besar.  

c. Penerbitan IUKI 

dan IPKI yang 

lokasinya lintas 
Daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi. 

industri kecil dan 
menengah.  

c. Penerbitan IUKI dan 

IPKI yang lokasinya 

di Daerah 
kabupaten/kota. 

3 Sistem 

Informasi  

Industri 
Nasional 

Pembangunan dan  

pengembangan sistem  

informasi industri nasional. 

Penyampaian 

laporan  

informasi industri 
untuk:  

- IUI Besar dan Izin 

perluasannya; dan  
- IUKI dan IPKI yang 

lokasinya lintas 

Daerahkabupaten

/ kota. 

Penyampaian laporan  

informasi industri 

untuk:  
-IUI Kecil dan Izin 

Perluasannya;  

- IUI Menengah dan Izin 
Perluasannya; dan  

-IUKI dan IPKI yang 

lokasinya di Daerah 

kabupaten/kota. 

Sumber: Lampiran EE.Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, halaman 141 – 143 

 
 

 
 

 
Berdasarkan pada pembagian kewenangan pada 

pembagian urusan pemerintahan bidang industri, maka tampak 

bahwa kewenangan kabupaten/kota untuk industri diberikan 

kewenangan pada industri kecil dan menengah. Selain itu 

lokasinya berada dalam satu kabupaten/kota, karena bila lintas 
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kabupaten/kota, maka kewenangan berada di daerah provinsi. 

Pokok dari tugas dan fungsi daerah Kabupaten/kota berkaitan 

dengan perizinan untuk usaha industri kecil dan menengah, 

dan terkait dengan data informasi industri. 

 Kelembagaan 

Setelah ditentukan dalam UU terkait dengan kewenangan 

yang substansinya dalam urusan bidang pemerintahan 

perindustrian. Selanjutnya muncul, siapa yang diberikan tugas 

untuk melaksanakan bagaimana urusan bidang pemerintahan 

perindustrian itu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 

(Kota Bontang). 

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan terealisasinya program, maka dibentuklah 

kelembagaan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

dinas, badan, dan inpektorat, dalam membantu Pemerintah 

Daerah. Dasar pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah 

diatur dalam Pasal 208 sampai dengan Pasal 235 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Instrumen hukum dalam pembentukan perangkat daerah 

tersebut diatur dengan Peraturan Daerah setempat, 

sebagaimana diatur dalam Pasal  212 ayat (1) UU No 23 Tahun 

2014, yaitu: 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Perda. 

 

Namun demikian, Perda yang dimaksud dalam mekanisme 

dalm metode dalam menerapkan penentuan klasifikasi 

Perangkat Daerah sudah ditentukan dalam UU dan PP. 

Pelaksanaan dalam pembentukan perangkat daerah oleh UU No 

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan 

diatur melalui PP. Selanjutnya untuk dasar pelaksnaaan 

pembentukan perangkat daerah diatur dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Bahkan secara teknis pembentukan perangkat daerah ini diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Di Kota Bontang dalam pembentukan perangkat daerah 

dilaksanakan sejak diterbitkan PP No 18 Tahun 2016, sehingga 

tahun 2016 itu juga disahkan Perda Kota Bontang No 2 Tahun 

2016. Dalam Perda ini dibentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat. Dari perhitungan indikator 

sangat mempengaruhi dari besarnya atau tidak pada struktur 

organisasi tersebut. Dalam hal ini urusan pemerintahan bidang 

perindustrian sebagai urusan pilihan berada pada Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota 

Bontang. Dari perhitungan indikator Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah, dan Perdagangan ini termasuk dalam 

klasifikasi B. Ada beberapa pertimbangan setelah adanya UU No 

23 Tahun 2014 ini, kenapa perindustrian tidak dibentuk dalam 

kelembagaan dalam suatu dinas di Bontang tidak dibuat, yaitu: 

1. Hasil perhitungan indikator 

Perhitungan indikator merupakan fakta yang tidak dapat 

dipungkiri, karena kenyataan yang ada tidak bisa dilebihkan 

atau dikurangi. Indikator dalam menentukan besaran 

struktur Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, yaitu 

a. Indikator Umum, terdiri atas  

(1)  Jumlah Penduduk (Jiwa),  

(2)  Luas wilayah (Km2),  

(3)  Jumlah APBD (Rp)  

b. Indikator Teknis  

(1)  Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor 

kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah 

keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. 

(2)  Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota. 
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(3)  Jumlah pelaku usaha mikro  

(4) Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan 

pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah 

keanggotaan dalam satu kabupaten/kota. 

(5)  Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 

satu kabupaten/kota  

2. Kewenangan dalam pembagian urusan konkuren 

Urusan pemerintahan bidang Perindustrian termasuk dalam 

konkuren urusan pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan 

bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan menengah termasuk 

dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar. Antara urusan 

wajib dan urusan pilihan, maka urusan wajib tidak bisa 

ditiadakan. Sedangkan urusan pilihan bisa saja tidak ada 

struktur organisasinya sepanjang memang tingkat kebutuhan 

belum memenuhi syarat untuk dibentuk. Disini ada 2 urusan 

pilihan , yaitu perdagangan dan perindustrian. Tntunya harus 

ditimbang mana indikator yang lebih besar perdagangan atau 

peridustrian. Bila Perdagangan lebih besar, maka 

perindustrian digabung dalam tupoksi UMKM. Kenapa 

UMKM? Kaeran di UMKM cakupannya lebih mendekati dan 

lebih perindustrian. UMKM lebih luas daripada industri, 

hanya saja beban kerja bagian ini menjadi lebih berat dan 

bertambah. Bidang perindustrian bisa saja dibentuk apabila 

hasil perhitungan indikator dapat terpenuhi. 

3. Tupoksi terkonsentrasi pada perizinan, pemetaan, dan 

informasi data perindustrian Kota Bontang. 

Perindustrian sebagai urusan pilihan pada pembagian 

kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, cakupan tugas terkosentrasi pada pemberian 

izin, berada pada leading sector Badan Perizinan Satu Pintu. 

Klasifikasi industri yang menjadi kewenangan daerah 
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Kabupaten/kota adalah kecil dan menengah dalam satu 

kabupaten/kota, maka tugas untuk mendata dan 

menyediakan data informasi industri ini baru menjadi tupoksi 

dinas bersangkutan melalui Penyampaian laporan informasi 

industri. 
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BAB IV 

PANDANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,  
YURIDIS, DAN EKONOMIS RENCANA 
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BONTANG 
TAHUN 2020 - 2040 

 

 
4.1. Pandangan Filosofis Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang 
 

Hakekat dari pembentukan produk hukum yaitu Perda 

mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Industri Kota 

Bontang Tahun 2020 – 2040 adalah bagaimana perencanaan itu 

bermuatan bagaiamana pencapaian dari kesejahteraan dapat 

dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat Kota Bontang. 

Rencana kerja merupakan penetapan tujuan yang akan dicapai 

dan pemilihan usaha-usaha yang dapat dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Perencanaan perlu karena:  

a.  manusia dapat mengubah masa depan menurut 

kehendaknya.  

b.  Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa 

depan yang tidak menentu, tetapi menciptakan masa depan.  

c.  Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau, 

keadaan sekarang, dan disertai usaha untuk 

mengarahkannya.  

Landasan dasar setiap perencanaan adalah kemampuan 

manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan 

yang dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya 

upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilih tersebut. 

Perencanaan merupakan langkah utama yang penting dalam 

keseluruhan proses manajemen agar faktor produksi yang 

terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Perencanaan merupakan spesifikasi dari tujuan 

perusahaan yang ingin dicapai serta cara-cara yang akan 
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ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini berarti 

mengandung arti :  

a.  penentuan tujuan  

b.  pemilihan dan penentuan cara yang akan ditempuh  

c.  usaha untuk mencapai tujuan tersebut.  

Dengan demikian hakekat sebagai pandangan secara 

filosofis bukan pada Perda yang dibentuk dan mengatur 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040. Justru pandangan filosofis dengan mempertanyakan 

kenapa Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 

2020 – 2040. Kenapa tidak pada Perdanya? Karena Perda 

tentang Rencana Pembangunan Industri kots Bontang bukanlah 

norma yang hakekatnya memunculkan hukum baru yang 

ditaati semua warga masyarakat. Melainkan menetapkan 

rencana yang telah disusun dengan muatan pokok atau intinya 

berupa visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran 

pembangunan industri. Muatan pokok berikutnya adalah 

strategi dan program pembangunan industri. Kenapa tidak 

dapat dikatakan norma, karena sepenuhnya tidak memuat 

perintah dan larangan sehingga adanya sanksi. norma sendiri 

menurut Robert M.Z. Lawang dalam Irene30 norma diartikan 

patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma 

memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu 

bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain; dan 

norma ini merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung 

atau menolak perilaku seseorang.  

Para sosiolog mengakui adanya batas yang kurang jelas 

dari pengklasifikasian norma-norma sosial ini, akhirnya 

                                                             
30 Rubin, Irene S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Getting 

andSpending,Borrowing and Balancing. Second edition. Chatam, NJ: Chatham 

HousePublishers, Inc halaman 23 
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digolongkannya menjadi antara lain apa yang disebut 

“folkways”, “mores” dan “hukum”. 

Folkways diartikan dari arti kata-katanya berarti tatacara 

(=ways) yanglazim dikerjakan atau diikuti oleh literatur-literatur 

sosiologi, folkwaysdimaksudkan untuk menyebutkan seluruh 

norma-norma sosial yang terlahir dari adanya pola-pola tingkah 

pekerti yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan di 

dalam hidup mereka sehari-hari yang dipandang sebagai hal 

yang telah terlazim. Walaupun folkways semula hanya 

merupakan kebiasaan dan kelaziman belaka (yaitu sesuatu 

yang terjadi secara berulang-ulang dan ajeg di dalam realita), 

maka berangsur-angsur dirasakan adanya kekuatan yang 

bersifat standard, yang akhirnya secara normatif wajib dijalani. 

Misalnya praktek-praktek penggunaan tata bahasa dan 

perbendaharaan bahasa; berapa kali kita makan sehari; cara 

kita berpakaian; cara merawat dan membersihkan tubuh; cara 

mengucapkan salam dan lain sebagainya. 

Dibandingkan dengan norma-norma folkways yang 

biasanya dipandang kurang penting, maka mores dipandang 

lebih esensiil bagi terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, mores selalu dipertahankan dengan ancaman-

ancaman sanksi yang jauh lebih keras. Pelanggaran terhadap 

mores selalu disesali dengan sangat, dan orang selalu berusaha 

dengan amat kerasnya agar tidak melanggar mores. 

Mores memerlukan kekuatan organisasi peradilan agar 

pentaatannya bisa dijamin, maka segera itu bisa dipandang 

sebagai hukum. Sebagai hukum yang tidak tertulis dapatlah 

dikatakan sebagai hukum adat. Hukum tertulis merupakan 

perkembangan akhir dari bentuk norma-norma sosial 

yangbersifat formil. Badan peradilan yang bekerja dengan 

hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Suatu 

organisasi politik yang hanya mengerjakan fungsi peradilan 
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yakni menegakkan berlakunya kaedah-kaedah tertulis mulai 

kewalahan bila harus mengurusiberbagai ragam pelanggaran 

yang dilakukan banyak orang. Oleh karena itu, seiring dengan 

berlakunya norma hukum ini, bertambah pula fungsi organisasi 

politik yang membantu menegakkan hukum dalam menciptakan 

ketertiban masyarakat, seperti munculnya fungsi kepolisian. 

Perda perencanaa walaupun bermuatan yang bukan 

norma, apalagi masuk dalam kategori mores, tetapi tetap 

disebut sebagai norma hukum. Ketidakpatuhan atas perda ini, 

pengenaan sanksinya berada pada produk hukum lain, seperti 

perizinan, tidak ada izin maka dapat dikenakan sanksi 

administrasi, perdata, dan bahkan pidana. RTRW, 

ketidakpatuhan pembangunan yang tidak mentaatinya dapat 

kenakan sanksi. Perda ini menetapkan Rencana Pembangunan 

Industri yang dokumennya tertuang secara khusus dan menjadi 

lampiran perda. Perda ini menjadi dasar dan pedoman bagi 

Pemerintah Daerah sendiri yang membuatnya. 

4.2. Pandangan Sosiologis Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang 
 
Pembentukan perda tentang Rencana Pembangunan 

Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 ini dalam padangan 

sosiologi sebenarnya belum dapat dirasakan dan terukur 

sampai sejauhmana manfaat atas kehadiran perda ini. Hanya 

saja dengan sistem perencanaan (Planning system) yang baik, 

maka sebenarnya dapat diukur dan diprediksi sampai 

sejauhmana manfaat dari pelaksanaan perencanaan itu. 

Implikasi setelah dilaksanakan rencana Pembangunan industri 

itu, saat penyusunan rencana, penyusun tentunya berimajinasi 

apa saja yang diperkirakan. Perkiraan itu tentu saja dalam 

menyusun rencana pembangunan industri dengan melihat dan 

batasan dari instrument hukum lain seperti RTRW, RDTR, 

RPJPD, dan RPJMD. 
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Lebih jauh kemanfaatan merupakan hal yang paling utama 

didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan 

hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan 

tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah 

manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum 

hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat 

dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan 

manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.31 

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin.32Pembangunan yang 
dilaksanakan di Indonesia, yang selama ini lebih berorientasi 

pada paradigma pertumbuhan, dengan karakteristik berupa 
memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan 

infrastruktural dalam meningkatkan produksi (prinsip 
produktivitas), pada kenyataannya telah gagal mewujudkan 

trickle down effect development, dan menimbulkan kesenjangan 
antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan 

dan akses dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli 
ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Dengan kata 
lain, timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial 

yang mengarah pada permasalahan politik. Pembangunan yang 
dilaksanakan di Indonesia, yang selama ini lebih berorientasi 

pada paradigma pertumbuhan, dengan karakteristik berupa 
memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan 

infrastruktural dalam meningkatkan produksi (prinsip 
produktivitas), pada kenyataannya telah gagal mewujudkan 
trickle down effect development, dan menimbulkan kesenjangan 

antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan 
dan akses dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli 

ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Dengan kata 
lain, timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial 

yang mengarah pada permasalahan politik. 
 
Dari pendapat ini, maka sejak dini dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040 yang dituangkan dalam dokumen tersendiri, maka Perda 

ini dianggap memberikan manfaat. Oleh karena itu dalam 

                                                             
31 Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total 

Media, halaman 40. 
32 Jamaludin Nasrullah Adon, 2016, Sosiologi Pembangunan, Bandung, 

pustaka setia, halaman 10 
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perencanaan yang penting diperhatikan bukan saja dari aspek 

ekonomi, dan politik saja. Disini hal-hal lain yang selama ini 

kurang diperhatikan adalah sosial, dan budaya. Sosial disini 

menyangkut karakteristik, strata sosial, seperti ciri selama ini 

aktivitas masyarakat, seperti sebagai nelayan karena sesuai 

pengembangan wilayah Kota Bontang untuk kawasan budidya 

berada di Bontang Selatan. Tentu yang dikembangkan dalam 

hal industri adalah bagaimana daerah menyediakan industri 

terkait dengan kemaritiman secara industri unggulan dan 

kekhahasan Kota Bontang. Karakteristik sosial masayarakat 

pesisir Kota Bontang yang berlatar belakang dari Sulawesi 

Selatan dan terkenal sebagai masyarakat pelaut. Disini lain 

industri ini juga ada pengaruh sosial masyarakat sebagian 

menjadi masyarakat industri yang bekerja diindustri 

kemaritiman itu dengan mengolah hasil laut. 

 
4.3. Pandangan Yuridis Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang 
 

Pandangan yuridis disini memberikan suatu kepastian 

hukum terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Kota Bontang Tahun 2020 – 2040. Bahwa dengan diperintahkan 

secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian out put kebijakan daerah Penyusunan 

Rencana Pembangunan Industri itu diatur dengan produk 

hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), maka 

kualifikasi Perda itu adalah Perda mandatory.  

Kedudukan Perda dalam hirarki peraturan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 tahun 2019. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1), berbunyi: 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e.  Peraturan Presiden;  

f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Terkait dengan Rencana Pembangunan Industri Kota 

Bontang 2020 – 2040, perlu untuk dilakukan singkronisasi 

dengan instrument hukum. Bahwa penyusunan Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 itu 

bila digambarkan, sebagai berikut:  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020 
 

 

 

Sebelum sampai pada Perda yang dibentuk tentang Perda 

tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 

2020 – 2040, maka beberapa Perda Kota Bontang yang penting 

untuk dilakukan singkronisasi, sebagai berikut: 

Rencana 
Pembangunan 
Industri Kota 

Bontang Tahun 
2020 - 2040 
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Gambar 01: Singkronisasi Perda dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 
2020 - 2040 

 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 

 
Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020 

Singkronisasi ini sebenarnya untuk memastikan bahwa 

Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040 benar-benar terjamin kepastian hukumnya. Selain 

memanga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan 

yang lebih tinggi (Lex Superiori derogat legi inferiori). Jaminan 

kepastian juga dilakukan dengan melakukan singkronisasi 

dengan peraturan yang sama kedudukan, artinya dengan Perda 

yang telah ada dan berhubungan dengan perencanaan 

pembangunan industri tersebut. 

Secara rinci peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar keberlakukan dan hubungan dengan pembentukan Perda 

Rencana Pembangunan Industri  Kota Bontang Tahun 2020 – 

2040, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

Perda Nomor 5 Tahun 
2011 tentang RPJPD 

2005 - 2025 

Perda Nomor  13 Tahun 
2019 tentang RTRW 
2019 - 2039 

Perda Nomor 1 Tahun 
2016 tentang RDTR & PZ 

2016 - 2036 
 

Perda Nomor 1 Tahun 
2016 tentang RDTR & PZ 

2016 - 2036 
 

Perda Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah 

jo Perda Nomor 5 tahun 
2018 

Perda Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Perizinan 

Pemanaatan Ruang 

Perda tentang RPIK 
Bontang Tahun 2020 - 

2040 



125 
 

3.   Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 

1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 

Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
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9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5492); 

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5671);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5806); 

13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota 

Bontang Tahun 2011 Nomor 24); 

14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 

2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang 

Nomor 35); 
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15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 

2016 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2), 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bontang Tahun 2018   Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Kota Bontang  Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah 

Kota Bontang Tahun 2017   Nomor 10);  
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BAB V 

ARAH, JANGKAUAN, RUANG LINGKUP 
PENGATURAN RENCANA PEMBANGUNAN 

INDUSTRI KOTA BONTANG TAHUN 2020 - 
2040 

 
 

5.1. Arah Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kota 
Bontang Tahun 2020 – 2040 

 
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040 tentu saja ada arah yang dituju. Arah ini 

tentu sejalan dengan RPJPD Kota Bontang tahun 2005 – 2025 

secara umum. Spesifiknya ditentukan arah pengaturan dalam 

penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 

Tahun 2020 – 2040, yaitu: 

1. Pembangunan Industri di Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 

dapat diarahkan pada terpenuhinya sesuai syarat 

pembangunan industri dan berkesinambungan sesuai RTRW 

dan RDTR dan berkesesuaian dengan RPJPD dan RPJMD 

Kota Bontang. 

2. Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 

lebih pada ciri khas kewilayahan Kota Bontang yang berada 

dipesisir dengan potensi kemaritiman yang melimpah dan 

memiliki nilai ekonomi yang bagi masyarakat Bontang yang 

memiliki daya saing, komparatif dan kompetitif. 

3. Pembangunan Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 

secara bertahap dan prioritas pada industri berbasis usaha 

kecil dan menengah denagn mendorong kreatifitas 

masyarakat melalui ekonomi kreatif.  

5.2. Jangkauan Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kota 
Bontang 

 
Jangkauan dari pengaturan Rencana Pembangunan 

Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 ini, sebagai berikut: 
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1. Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Industri 

Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 mampu menjangkau 

kepada semua lapisan sosial masyarakat khususnya bagi 

pelaku usaha industri baik kecil dan menengah yang 

nantinya berkesempatan usaha dibidang industri. 

2. Terjaminnya kepastian hukum perencanaan pembangunan 

industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 yang alat 

pengikatnya dengan Perda, dengan jangkauan berkelanjutan, 

terencana, dan sistematis dalam pembangunan perindustrian 

Kota Bontang kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan 

yaitu 2020 – 2040. 

3. Terjangkau dalam singkronisasi produk hukum daerah dalam 

hubungan langsung dengan Perencanaan Pembangunan 

Industri Kota Bontang Tahun 2020 – 2040 untuk 

menciptakan smart city dan green city. 

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Rencana Pembangunan Industri 
Kota Bontang 

 
1. Alasan Judul 

Judul Peraturan Daerah Kota Bontang ini sesuai dengan UU 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tepatnya dalam 

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). PP No 14 Tahun 2015 

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Tahun 2015 – 

2035, tepatnya dalam Pasal 4 huruf c.  Permen Perindustrian 

Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. 

Sehingga judul Perda yang dibentuk ini adalah: 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BONTANG 
TAHUN 2020 – 2040 

 
2. Konsederan Menimbang 

Konsederan menimbang disini dapat disampaikan, tentunya 

bermuatan filosofis, dan sosiologis, yaitu: 
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a.  dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang 

berbasis industri untuk meningkatkan kesejahateraan 

masyarakat dengan memperhatikan kelestarian 

lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana 

Detail Tata Ruang Kota Bontang, Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kota Bontang; dan 

b.  dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian;  

3. Konsederan Mengingat 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

4.   Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan 

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3962); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5671);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5806); 

13.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor 70 ); 

14.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota 

Bontang Tahun 2011 Nomor 24); 

15.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 

Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Bontang 

Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Bontang Nomor 35); 

16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kota Bontang 

Tahun 2016 Nomor 1); 
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17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2), 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bontang Tahun 2018   Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kota Bontang  Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah 

Kota Bontang Tahun 2017   Nomor 10); 

4. Batang Tubuh 

Batang tubuh perda ini terdiri atas 7 (tujuh) bab dan 9 

(sembilan) pasal. Adapun kisi-kisi yang sekiranya dapat 

dimuat dalam batang tubuh, sebagai berikut: 

1)  Ketentuan Umum 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah Kota Bontang. 

2.  Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan 

DPRD. 

3.  Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4.  Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 

5.  Walikota adalah Walikota Bontang 

6.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bontang merupakan sebagai lembaga 

perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
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7.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

8.  Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang. 

9.  Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang 

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 

tinggi, termasuk jasa industri. 

10. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses 

produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan 

efektivitas penggunaan sumber daya secara 

berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan 

pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat. 

11. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang 

melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang 

berkedudukan di Indonesia. 

12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 

oleh Perusahaan Kawasan Industri. 

13. Kawasan Peruntukan Industri dalah bentangan lahan 

yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri 

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan 

yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan 

kawasan Industri. 
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15. Rencana Pembangunan Industri Kota yang 

selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen 

perencanaan yang menjadi acuan dalam 

pembangunan industri di Kota Bontang berlaku untuk 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai dari 

Tahun 2020-2040. 

16. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam 

dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau 

sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya 

untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum 

diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. 

17. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau 

direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, 

dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan 

sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, 

dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan 

Kawasan Industri. 

18. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data 

Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk 

tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang 

memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat 

bagi penggunanya. 

2) Maksud Dan Tujuan 

Maksud disusunnya RPIK: 

a.  pedemon bagi Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan pembangunan industri yang terencana, 

terarah, terukur, dan sistematis termasuk bagi pelaku 

usaha baik perorangan atau korporasi; dan 

b.  pedoman bagi masyarakat dalam berperan serta dalam 

pembangunan industri dan industri unggulan daerah. 

RPIK bertujuan: 



136 
 

a.  terwujud dan terlaksananya kebijakan dalam 

pembangunan industri daerah; 

b.  terjaminnya kepastian hukum dan pedoman bagi 

masyarakat, pelaku usaha baik perorangan maupun 

korporasi; 

c.  terwujudnya pembangunan industri dengan 

mengedepankan keunggulan dan kekhasan daerah 

dengan mengedepankan potensi pertumbuhan 

industri, dengan unggulan pada kemaritiman dan 

pertambangan; 

d.  terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga 

kerja; 

e. meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat 

karena peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

f.  peningkatan nilai tambah industri dan meningkatnya 

kontribusi produk domestik reginal bruto daerah; dan 

g. pembangunan industri terarah dan terencana dengan 

memperhatikan tetap terjaganya kelestarian 

lingkungan hidup dan kesesuaian dengan kawasan 

sesuai peruntukannya. 

3) RPIK 

RPIK harus tertuang dalam: 

a.  rencana strategis; dan 

b.  rencana kerja pembangunan Daerah. 

RPIK disusun dengan mengacu pada: 

a.  rencana pembangunan jangka panjang daerah 

b.  rencana pembangunan jangka menengah daerah; 

c.  rencana tata ruang wilayah; dan 

d.  rencana detail tata ruang.  

4)  Strategi Dan Program Unggulan RPIK 

Strategi pembangunan unggulan  industri Daerah, yaitu: 

1.  pembangunan industri dengan terpenuhinya 
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sumberdaya industri melalui ketersediaan dan 

penyiapan sumber daya manusia yang memiliki daya 

saing; 

2.  terpenuhinya pembangunan sarana dan prasana 

industri; 

3.  terpenuhinya kerjasama dengan pihak lain dalam 

maupun luar negeri dalam rangka penyelenggaraan 

industri; 

4.  pengembangan dan pemberdayaan industri yang 

berbasis pada industri kecil dan menengah; 

5.  terpenuhinya perizinan dan pendapatan asli daerah 

sebagai penunjang dalam pembangunan industri.  

Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah, yaitu: 

1.  pengembangan industri dengan berbasis pada 

pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang; 

2.  pengembangan industri unggulan daerah dengan 

mengedepankan pada industri kemaritiman sesuai 

karakteristik daerah dan sosial masyarakat; 

3.  pengembangan sumber daya industri daerah; dan 

4.  terselenggaranya pembangunan sarana dan prasaran 

industri daerah; 

5.  pengembangan peran partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan usaha industri terhadap usaha mikro, kecil 

dan menengah. 

5)  Sistematika RPIK 

Sistematika RPIK Bontang Tahun 2020 – 2040, terdiri 

atas: 

A. Bab I  Pendahuluan  

B. Bab II  Gambaran Kondisi Daerah Kota Bontang 

Terkait Pembangunan Industri 
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C. Bab III   Visi Dan Misi Pembangunan Daerah, Serta 

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri 

Daerah 

D. Bab IV   Strategi dan Program Pembangunan Industri 

Kota Bontang 

E. Bab V   Penutup 

RPIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

6)  Waktu RPIK 

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 

tahun dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 

2040. RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 

7)  Ketentuan Penutup 

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Bontang. 
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BAB VI PENUTUP 

 
 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil kajian mulai bab 2 (dua) sampai 

dengan 5 (lima), maka dapat disimpulkan: 

1.  Bahwa berdasarkan kajian teoritis dan kesesuaian secara 

empiris diperlukan adanya pembangunan industri yang 

disusun secara terencana, terarah dan sistematis. 

2.  Bahwa dalam melakukan analisis hasil evaluasi normatif 

adanya kesesuaian sebagai singkronisasi dengan produk 

hukum lain Kota Bontang yaitu berupa Perda RTRW, RDTR, 

RPJPD, dan RPJMD. 

3. Bahwa secara hukum secara substansi pada Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, garis 

kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Substani perencanaan 

pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

dan penggunaan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah memiliki dasar 

untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Industri Kota 

Bontang Tahun 2020 – 2040. 

6.2. Saran-saran/Rekomendasi 

1. Perlu untuk pembahasan secara teknis dan rinci dalam 

menentukan strategi dan program pembangunan industri 

dan hal-hal lain yang dipandang perlu. 

2.  Diperlukan singkronisasi dengan program terkait industri 

dalam pemenuhan sarana dan prasana industri pada 

perangkat daerah lain yang terkait. 
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